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RESUME HASIL AUDIT 
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) 

 
Kegiatan : Penilikan Ke-1 (kesatu) 
Sasaran Kegiatan : PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

Alamat Kantor : Jl. Letjen Suprapto Rukan Grand Samarinda A09 No. 11 RT 
000, RW 000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, 647264 

Nomor Izin Berusaha : No. 9120102261629 tanggal 12 Februari 2019, perubahan 
ke-1 tanggal 20 Februari 2024 dicetak tanggal 20 Februari 
2024. 

Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Hutan 
Produksi  

SK PBPH : SK. No. 407/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 Jo. SK. 
No.  273/MENHUT-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007, Jo. SK.  
No.  SK.763/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 
September 2021.  

Luas dan Lokasi Areal 
PBPH 

 10.976,40 Hektar di Kabupaten Kutai Timur Provinsi 
Kalimantan Timur 

Nomor S-PHL : 020.SPHPL.017 berlaku mulai tanggal 4 Desember 2023 
hingga tanggal 3 Desember 2029 

Tanggal Pelaksanaan 
Audit 

: 23 - 30 April 2025 

Metode :  On-site (Kunjungan ke lokasi areal PBPH) 
Standar Acuan : a) Standar Penilaian Kinerja PHL Di Hutan Produksi 

sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. 
SK.9895/MenLHK-PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022 

b) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu sesuai 
Lampiran 2.1 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-
PHL/ BPPHH/HPL.3/12/2022. 

Susunan Tim Audit : 1. Amin Pujiyanto, S.Hut. (Auditor PHL Prasyarat dan 
VLHH) / Ketua Tim Audit 

2. Rafael Satria Harja Sumarta, S Hut (Auditor Produksi) 
3. Mahardika Larasati, S Hut (Auditor Ekologi) 
4. Rr. Arwita Andharu, S Hut (Auditor Sosial) 

Lembaga Penilai dan 
Verifikasi Independen 

: LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA 

Nomor Akreditasi : LPVI-017-IDN 
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1. LAPORAN RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  
1.1. DASAR  

 
a) Surat tugas tim audit No. 13/SPT/PHL-P1/SHJI/04.2025, Tanggal 8 April 2025  
b) Pengumuman rencana pelaksanaan audit pengelolaan hutan lestari untuk kegiatan 

Penilikan Ke-1 pada PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I di website SILK dan 
LPVI Trustindo Prima Karya, ditayangkan tanggal 9 April 2025 

c) Surat pengantar dari Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) No. 
S.97/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/04/2025 Tanggal 15 April 2025 

d) Audit Plan Kegiatan Penilikan ke-1 pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I, dibuat 
dan disampaikan ke auditi  tanggal 10 April 2025 

 

1.2. PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT  
 
1. Koordinasi dengan 

instansi kehutanan di 
daerah sebelum 
penilaian lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 
a) BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 23 April 

2025 di Kota Samarinda, 
b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 

tanggal 23 April 2025 di Kota Samarinda 
2. Rapat Konsultasi Publik : Tidak dilakukan konsultasi publik karena audit 

Penilikan ke-1 
3. Pelaksanaan audit 

lapangan 
: Lokasi areal PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I  

di Kab. Kutai Timur Prov. Kaltim 
Pertemuan pembukaan : Tanggal 24 April 2025 
Verifikasi dokumen dan 
observasi lapangan 

: Tanggal 24 April s.d 28 April 2025, meliputi audit 
pemenuhan : 
1) Standar Penilaian Kinerja PHL, masing-masing 

untuk aspek Prasyarat, Produksi, Ekologi dan 
Sosial; dan 

2) Standar VLHH Kayu pada pemegang PBPH. 
Pertemuan Penutupan : Tanggal 28 April 2025 

4. Koordinasi dengan 
instansi kehutanan di 
daerah setelah penilaian 
lapangan 

: Dilakukan dengan instansi : 
a) BPHL Wilayah XI Samarinda, tanggal 30 April 

2025  di Kota Samarinda. 
b) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 

tanggal 30 April 2025 di Kota Samarinda 
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2. RESUME HASIL AUDIT  

 
2.1. PEMENUHAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL : 
 
1. ASPEK PRASYARAT 

Indikator 1.1 : 

Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.1.1 
( Bobot : 1 ) 
 

: Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi 
Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, 
Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB). 

NILAI 
KINERJA 

: Baik  / Nilai Aktual : 3  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen legal 
terkait perizinan sebagai berikut :  
1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 407/Kpts-II/1996 

tanggal 5 Agustus 1996 tentang  Pemberian HPHTI Atas Areal 
Hutan Seluas ± 10.000 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada 
PT Sumalindo Hutani Jaya. SK. ditandatangani oleh Menteri 
Kehutanan Republik Indonesia Djamaludin Suryohadikusumo. 

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  No.  
SK.763/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 
2021, tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan 
No. 407/Kpts-II/1996 tanggal 5 Agustus 1996 tentang  
Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas 
Areal Hutan Seluas ± 10.000 Ha di Prov Kaltim Kepada PT 
Sumalindo Hutani Jaya.  

Dokumen Legalitas Perusahaan  
1. Akta Pendirian perusahaan diterbitkan oleh Notaris Benny 

Kristanto, SH, No. 4 tanggal 01 April 1992. Disahkan oleh 
Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 25 April 
1992 Nomor C2-3221.HT.01.01.Th92 dan diumumkan pada 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 1992 
Nomor 53. 

2. Akta No. 08 (Perubahan Terakhir) tanggal 31 Januari 2025 oleh 
Notaris Dahlia, SH. telah dicatatkan di Kemenkumham dengan 
No. AHU-0011304.01.02.TAHUN 2024 tanggal 20 Februari 
2024 

3. NPWP yang tersedia meliputi : 
a. Dokumen NPWP No. 01.585.575.2-076.000 alamat Sinar 

Mas Plaza, Menara 2 Lt. 16, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Kel. 
Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat – Prov. 
DKI Jakarta 

b. NPWP No. 01.585.575.2-722.001 alamat Jl. HM Ardan (Ex 
Ring Road II) No. 65 RT. 001 Sempaja Utara Samarinda 
Utara Samarinda – Kalimantan Timur 

c. NPWP No. 01.585.575.2-724.001 alamat Muara Wahau, 
Kutai Timur, Kalimantan Timur. 
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d. NPWP Sumalindo Hutani Jaya di Samarinda (setelah Kantor 
Pusat pidah dari Jakarta) 0015 8557 5207 6000 beralamat 
di Jl. Letjen Suprapto Rukan Grand Samarinda A09 No. 11 
RT 000, RW 000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, 647264 

4. NIB : 9120102261629 tanggal 12 Februari 2019, perubahan ke-
1 tanggal 20 Februari 2024 dicetak tanggal 20 Februari 2024. 
Pada Lampiran tercatat Kode KBLI 02111 Pemanfaatan Kayu 
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. 

Dokumen Tata Batas yang tersedia meliputi : 
1. Pedoman Tatabatas/Pernyataan No. 786/PB/1995 tanggal 27 

Oktober 1995; 
2. Instruksi Kerja Tatabatas No. 317/IPPH-2.4.2/HPH/1996 tanggal 

1 Februari 1996. 
3. Berita Acara Pembuatan Batas Luar an Sendiri/Persekutuan 

Definitif Hutan Produksi Tetap Hulu S. Pesab-Timur S. Wahau 
Wilayah Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Dati II Kutai 
Propinsi Dati I Kalimantan Timur, Luas 10.976,40 Ha, Panjang 
77.317,50 Meter tanggal 18 Desember 1999 oleh Panitia Tata 
Batas sesuai SK Gubernur Prov Kalimantan Timur Nomor: 492 
Tahun 1991 dan SK Menhut Nomor : 635/Kpts-II/1996 tanggal 
7 Oktober 1996; 

4. Buku laporan  TBT No.12/IV-2/PP/1999 Tahun 1999 sepanjang 
33.005,60 meter (Instruksi Kerja Pembuatan Batas Luar Definitif 
HPHTI PT Hutani Jaya Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Dati I 
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 1999/2000 Sepanjang : 
34.221,20 Meter. Nomor: 25/IV-2/PP/HPHTI/1999 tanggal 26 
Juli 1999). 

5. Buku Laporan TBT No.13/IV-2/PP/1999 November 1999 
sepanjang 44.311,90 meter (Instruksi Kerja Pembuatan Batas 
Sendiri/Persekutuan Definitif HPHTI an. Sumalindo Hutani Jaya 
Kabupaten Dati II Kutai Propinsi Dati I Kalimantan Timur Tahun 
Anggaran 1999/2000 Sepanjang : 43.591,20 Meter. No.26/IV-
2/PP/HPHTI/1999 tanggal 26 Juli 1999). 

6. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.273/MENHUT-
II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang Penetapan Batas Areal 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman 
PT Sumalindo Hutani Jaya Seluas 10.976,40 Hektar di Provinsi 
Kalimantan Timur, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan 
(H. M.S. Kaban) dan terdapat lampiran Peta Penetapan Areal 
Kerja IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya Di Kabupaten Kutai 
Timur Provinsi Kalimantan Timur Luas 10.976,40 Ha Skala 1 : 
50.000 yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (H. M.S. 
Kaban). 

Dokumen tersebut tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi 
penataan batas yang telah dilakukan.. 

2. Verifier 1.1.2 
( Bobot : 2 ) 

 Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta 
pemeliharaannya 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang / Nilai Aktual : 2   
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Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan penataan batas 
konsesi dengan realisasi 100 % atau sudah temu gelang sepanjang 
77.317,50 meter (100%) dari rencana penataan batas sepanjang 
±77.812,40 meter, hal ini didasarkan kepada laporan  TBT 
No.12/IV-2/PP/1999 Tahun 1999 sepanjang 33.005,60 meter dan 
laporan TBT No.13/IV-2/PP/1999 November 1999 sepanjang 
44.311,90 meter, sehingga berdasarkan kedua laporan TBT 
tersebut terbitlah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.  
SK.273/MENHUT-II/2007 tanggal 07 Agustus 2007 tentang 
Penetapan Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Pada Hutan Tanaman PT Sumalindo Hutani Jaya Seluas 10.976,40 
Hektar. 
Berdasarkan SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 
Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan 
Utara serta SK. 6628 MenLHK-PKTLKUH/PLA.2/10/0/2021 tanggal 
27 Oktober 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan 
Hutan sampai dengan Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Timur 
diketahui bahwa sebagian areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya I 
berubah fungsi menjadi APL seluas 664,78 Ha. Berdasarkan data 
tersebut PT Sumalindo Hutani Jaya I berkewajiban melakukan 
penataan batas ulang pada areal yang berubah fungsi sepanjang ± 
11.03 km. 
Selama periode Penilikan ke-1 PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 telah melakukan kegiatan pemeliharaan batas luar 
sebagaimana tertulis dalam dokumen Berita Acara Pemasangan, 
Penandaan Atau Pemeliharaan Patok Batas No. 
002/PS/Pesab/II/2024 tanggal 8 Oktober 2024. Hasil observasi 
lapangan menunjukan bahwa sebagian pal batas bisa ditemukan di 
lapangan. 

3. Verifier 1.1.3 
( Bobot : 1 ) 

: Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema 
perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat 
penggunaan) 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang  / Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Di areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I terdapat 
penggunaan areal di luar skema perizinan KLHK dan telah didata 
dan dilaporkan dengan luas keseluruhan (di luar pemukiman dan 
pekarangan di sisi kanan kiri jalan negara) seluas 5.433,16 Ha, 
meliputi : 
- Jalan negara dalam areal kerja PT Sumalindo Hutani Jaya I 

sepanjang 15,11 km. 
- Tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit PT KAPAS dan 

PT Gunta Samba. 
- Kebun sawit masyarakat dalam skema kelompok tani ataupun 

pribadi. 

4. Verifier 1.1.4 
( Bobot : 2 ) 

 Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi 

NILAI 
KINERJA 

: Buruk  / Nilai Aktual : 1  
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Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
Hutan Tanaman Industri (PBPH-HT) PT Sumalindo Hutani Jaya I 
dari sumber Mosaik Citra Sentinel – 2 T50NNG dan T50NMG Band 
43 dan 2 Liputan Tanggal 2 November 2024 dan Liputan tanggal 
11 September 2024, skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh PT Tunas 
Inti Binangun dan disetujui oleh PT Sumalindo Hutani Jaya I 
diketahui bahwa luas lahan perkebunan (kebun sawit) berjumlah 
6.843,36 Ha. Dari luas tersebut lokasi kebun yang berada dalam 
APL sebesar 482,25 Ha sehingga luas kebun sawit yang berada 
dalam kawasan hutan PT Sumalindo Hutani Jaya I sebesar 
6.361,11 Ha atau sebesar 57,95%. Dengan demikian Penguasaan 
areal PT Sumalindo Hutani Jaya I sebesar 42,05%.  

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (11/18) x 100% = 61,11%  = SEDANG  

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 

Indikator 1.2 : 
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi 

1. Verifier 1.2.1 
( Bobot : 1 ) 

: Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan 
tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL 

NILAI 
KINERJA 

: Baik  / Nilai Aktual : 3  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki visi misi yang ditetapkan 
melalui Keputusan Direktur Utama No. 01/Dir/I/2016, tanggal 1 
Januari 2016 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan. Visi dan 
Misi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I sebagai berikut : 

Visi Perusahaan :  
“Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan ditingkat internasional 
melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian 
fungsi produksi, ekologi dan sosial guna mewujudkan 
pembangunan hutan tanaman yang berkelanjutan” 

Misi Perusahaan :  
Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan 
prinsip-prinsip  pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan 
sebagai berikut : 
1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan 

manajerial dan SDM yang profesional; 
2. Melakukan  perlindungan  dan  koservasi  keanekaragaman  

hayati  beserta  ekosistem terutama dalam pengelolaan 
konservasi Orang utan dan menerapkan konservasi hutan 
berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value-
HCV); 

3. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar  dengan  
memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan 
penanganan keluhan/ grievance yang bertanggung jawab; 



 
 

Halaman 7 dari 84 
 

F1-02.15 Rev.1 

4. Meningkatkan nilai hutan    dari    tidak    produktif    menjadi    
produktif    secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan 
ekologi dan sosial ; 

5. Mengelola  sumber  daya  hutan  sebagai  ekosistem  secara  
partisipatif  sesuai  dengan karakter wilayah. 

Dokumen visi misi sesuai dengan kerangka PHL. Kelesatarian 
produksi tercermin pada misi no.1, no.4 dan no.5. Kelesatarian 
ekologi/lingkungan tercermin pada misi no.2 dan no.4 Kelesatrian 
social tercermn pada misi no.1, no.3, no.4 dan no.5. 
Selama periode Penilikan ke-1 visi misi telah dososialisasikan kepada 
karyawan dan masyarakat sekitar. 
Sosialisasi visi misi kepada karyawan tanggal 7 Februari 2024 di 
Ruang Meeteing Camp Pesab dihadiri oleh 6 karyawan sesuai 
dengan Daftar Hadir. Terdapat Berita Acara yang dibuat oleh Jaya F 
Silangit (Certification Consevation Office), Selamat Nurzan (FP FS 
Head) dan Taufik Kurniawan (Distrik Head). 
Sosialisasi visi misi kepada karyawan tanggal 11 Februari 2025 di 
Ruang Meeteing Camp Pesab dihadiri oleh 9 karyawan sesuai 
dengan Daftar Hadir. Terdapat Berita Acara yang dibuat oleh Jaya F 
Silangit (Certification Consevation Office), Selamat Nurzan (FP FS 
Head) dan Taufik Kurniawan (Distrik Head). 
Sosialisasi terpadu (termasuk visi misi) kepada masyarakat sekitar 
telah dilakukan dengan bukti : 
- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 

Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 19 Februari 2024, 
yang dihadiri 25 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 19 Februari 2024, 
yang dihadiri 29 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 29 Juni 2024, yang 
dihadiri 116 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 24 Februari 2025, 
yang dihadiri 27 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 25 Februari 2025, 
yang dihadiri 20 orang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat diketahui 
bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya I telah melakukan soialisasi visi 
misi. 

2. Verifier 1.2.2 
( Bobot : 2 ) 

 Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan 

NILAI 
KINERJA 

: Buruk  / Nilai Aktual : 1  
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Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan kegiatan 
pengelolaan hutan tanaman. Dibandingkan dengan visi misi yang 
telah ditetapkan, tingkat kesesuaian implementasi kegiatan 
disbanding visi misi sebagai berikut : 

Menyelenggarakan 
usaha hutan 
tanaman dengan 
dukungan manajerial 
dan SDM yang 
profesional; 

Pencapaian misi ini tercermin dari 
pencapaian nilai PHL pada periode 
Penilikan ke-1 sebesar 68,25% 

Melakukan  
perlindungan  dan  
koservasi  
keanekaragaman  
hayati  beserta  
ekosistem terutama 
dalam pengelolaan 
konservasi Orang 
utan dan 
menerapkan 
konservasi hutan 
berdasarkan Nilai 
Konservasi Tinggi 
(High Conservation 
Value-HCV); 

Pencapaian misi ini tercermin dari : 
- Tersedia Laporan HCV tahun 2014, 

setelah 10 Tahun belum diupdate 
terkait dengan perubahan kondisi 
kawasan yang bernilai konservasi 
tinggi. Nilai 60%. 

- Laporan Identifikasi  dan Pengelolaan 
Flora Fauna  dilindungi sudah 
dijalankan namun belum lengkap, tahun 
2024 hanya di Sempadan Sungai 
Pesab, pengelolaan flora dan fauna 
juga baru sebagian 60% 

- Patroli sudah dilakukan namun tidak 
terdapat tindakan represif 50%. 

Rata – rata 56,67%. 

Meningkatkan  
kesejahteraan  
masyarakat  sekitar  
dengan  
memperhatikan 
prinsip-prinsip 
Padiatapa/FPIC dan 
melakukan 
penanganan 
keluhan/ grievance 
yang bertanggung 
jawab; 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I  telah 
melakukan implementasi kegiatan 
peningkatan ekonomi produktif 
masyarakat yang tertuang dalam: 
- Peningkatan Ekonomi Tahun 2023 dan 

Tahun 2024 sebesar 0 % 
- Tenaga Kerja Lokal PT Sumalindo 

Hutani Jaya I sebesar 69,69%  
- Kontraktor lokal sebesar 0 % 
- Tenaga Kerja Lokal Kontraktor 6 orang 

dari 7 orang sebesar 85,71 % 
- Kemitraan dengan Masyarakat, belum 

ada atau sebesar 0 % 
Rata-rata 31,08% 

Meningkatkan nilai 
hutan    dari    tidak    
produktif    menjadi    
produktif    secara 
berkesinambungan 
dan lestari, 
berwawasan ekologi 
dan sosial ; 

Selama periode penilikan tidak terdapat 
realisasi penanaman pada lokasi RKT 
khususnya pada lokasi tanah kosong 
(semak dan belukar) 
 
 
Nila 0% 
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Mengelola  sumber  
daya  hutan  sebagai  
ekosistem  secara  
partisipatif  sesuai  
dengan karakter 
wilayah. 

Pencapaian misi ini tercermin dari 
pencapaian nilai PHL pada periode 
Penilikan ke-1 sebesar 68,25%. 

Tingkat kesesuaian implementasi PHL dengan visi dan misi PT 
Sumalindo Hutani Jaya I sebesar 44,85%. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (5/9) x 100% = 55,56%  = BURUK  

Nilai 
Kematangan/Bob

ot 

:  1 

 

 

Indikator 1.3 : 
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang 

kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan 
untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari. 

1. Verifier 1.3.1 
( Bobot : 2 ) 

: Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin 
terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang  / Nilai Aktual : 2  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Tersedia Struktur Organisasi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I yang 
disahkan oleh Direktur Utama (Nugraha Mulya Dharma) di 
Samarinda pada 1 Mei 2024. 
Berdasarkan Struktur tersebut Kepala Distrik dijabat oleh Taufik 
Kurniawan membawahi Forest Protection (Selamat Nurzan), Admin 
Head (posisi vacant) dan Planning Head (Khalid Al Saud). Forest 
Protection Head membawahi Paramedic (Nivia Angela Mericy), 
Certification Conservation (Jhon Deardo Girsang) dan Fire Marshal 
(Aris Setyo Budi). Fire Marshal membawahi RPK (Darmawan dan 
Dimas Raharjo). 
Secara keseluruhan Struktur Organisasi belum menunjukan 
organisasi kerja yang lengkap sesuai kerangka PHL. Hal tersebut 
terjadi karena pada periode Penilikan ke-1 PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I tidak melakukan aktivitas pengelolaan hutan secara 
menyeluruh, tidak ada kegiatan pemanenan, pemananan dan 
perawatan pada blok RKT dll secara ideal dan PT Sumalindo Hutani 
Jaya tidak menggambarkan organisasi yang menangani kegiatan ini 
pada Struktur Organisasi. Distrik Manajer merangkap 2 Unit 
Kelestarian yaitu Distrik Pesab dan Sei Mao. Jabatan Admin Head 
kosong. Keberadaan Sarjana Kehutanan yaitu Verman, M Rizqy dan 
Agus Hendrawan keberadaannya di Region. 
Pada Struktur Organisasi tidak digambarkan keberadaan organisasi 
SPI/iNternal Audit walaupun organisasi dan personalnya ada dan 
melakukan aktivitas. Keberadaan SPI/Internal Audit berguna untuk 
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mengontrol seluruh tahapan pengelolaan hutan apakah berada pada 
tujuan dan cara yang benar sesuai dengan ketentuan 
organisasi/perusahaan.  

2. Verifier 1.3.2 
( Bobot : 2 ) 
 

: Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana 
kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis 
lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan 
sesuai ketentuan 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang / Nilai Aktual : 2  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen RKU rencana pemenuhan Ganis sebanyak 7 
orang meliputi PKB 3 orang, Perencanaan 1 orang, Pemanenan 1 
orang, Pembinaan Hutan 1 orang dan Pengukuran dan Perpetaan 1 
orang. 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki tenaga professional 
Kehutanan yaitu  
Keberadaan Sarjana Kehutanan yaitu Taufik Kurniawan, Verman Hari 
Setiawan, M Rizqy Nasution dan Agus Hendrawan berada di Region 
dan sebagian di Sumalindo Hutani Jaya Unit II. 
Ketersediaan Ganis PH 

No Nama Ganis 
PH 

Kartu Ganis 
Nomor Berlaku 

1 Verman HS PKB 2324002208
1 

27/08/24 s/d 
27/08/29 

2 M. Rizky PN Kurpet 
1624002207

4 
22/08/24 s/d 

22/08/29 

3 M. Arizal PKB 2324002075
6 

19/12/23 s/d 
19/12/28 

4 Hubertus Hanu Canhut 
0122000496

4 
25/11/22 s/d 

25/11/27 

5 Agung Prabowo Nenhut 0224002072
7 

19/12/24 s/d 
19/12/28 

6 Selamat Nurzan Binhut 0324002072
9 

30/01/24 s/d 
19/12/28 

Jumlah Ganis PH yang dimiliki oleh PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
sebanyak 6 orang dari rencana yang disebutkan dalam dokumen 
RKU sebanyak 7 atau tersedia 85,71%. Namun demikian keberadaan 
Ganis PH di lapangan hanya sebagian, sedangkan Ganis PH lainnya 
tidak berada di lapangan. 

3. Verifier 1.3.3 
( Bobot : 2 ) 

: Peningkatan kompetensi SDM 

NILAI 
KINERJA 

: Baik  / Nilai Aktual : 3  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki rencana dan realisasi 
training tahun 2023 – 2024. Kegiatan training yang dilakukan meliputi 
peningkatan kemampuan Ganis PH Binhut, PKB dan Nenhut dalam 
rangka Uji Kompetensi dan juga Forestry Operational Supporting 
Training (di tahun 2023). Sedangkan di tahun 2024 kegiatan training 
meliputi Fire Training, Tarining Ganis PH, Health, Safety and 
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Environment Training, Soft Skill Tarining, New Employee Orientation 
Program, Forest Sustainability Training dan Additional Project 
Training. Realisasi kegiatan sebesar  

83% (Tahun 2023) +141% (Tahun 2024) : 2 = 112%  
PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki dokumen rencana 
pengembangan kompetensi SDM untuk pemenuhan  kebutuhan 
promosi baik kehutanan maupun non kehutanan seperti soft skill, 
dasar-dasar AMDAL, Petugas Kebakaran kelas D dan lainnya 

4. Verifier 1.3.4 
( Bobot : 1 ) 

: Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang 
kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan 
dan tenaga lain) 

NILAI 
KINERJA 

: Baik  / Nilai Aktual : 3  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen ketenaga kerjaan 
terkait tenaga professional dan tenaga teknis yang lengkap, meliputi 
: 
1. Daftar Karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya I bulan Maret 2025 

berjumlah 33 orang.  
2. Tenaga profesional terdiri dari 2 orang lulusan S1 Kehutanan, 1 

orang lulusan S1 Agronomi, 1 orang lulusan S1 Agribisnis, 1 
orang lulusan S1 Pertanian dan 1 orang lulusan Ilmu Hukum. 

3. Daftar Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (Ganis PH) PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I bulan Maret 2025 (berjumlah 6 
orang). 

4. Sertifikat Kompetensi dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 
Profesi Bina Lingkungan (LSP BLK) kecuali Hubertus Hanu oleh 
memiliki Sertifikast Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi Rimbawan Lingkungan Indonesia (LSP RLI). 

N
o 

Nama Gani
s PH 

Serkom 
Nomor Berlaku 

1 Verman HS PKB 
GNS 2063 0924 

2024  
27/08/24 s/d 

26/08/29 

2 M. Rizky PN Kurpe
t 

GNS 2063 0915 
2024  

27/08/24 s/d 
26/08/29 

3 M. Arizal PKB 
GNS 2063 4844 

2023  
19/12/23 s/d 

18/12/28 

4 Hubertus 
Hanu 

Canh
ut 

KHT 070 02001 
2022  

25/11/22 s/d 
24/11/27 

5 Agung 
Prabowo 

Nenh
ut 

GNS 2063 4851 
2023  

19/12/23 s/d 
18/12/28 

6 Selamat 
Nurzan 

Binhu
t 

GNS 2063 4853 
2023  

19/12/23 s/d 
18/12/28 

5. Kartu Ganis PH dikeluarkan melalui SIGANISHUT 

No Nama 
Ganis 

PH 
Kartu Ganis 

Nomor Berlaku 

1 Verman HS PKB 
2324002208

1 
27/08/24 s/d 

27/08/29 
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2 M. Rizky PN Kurpet 
1624002207

4 
22/08/24 s/d 

22/08/29 

3 M. Arizal PKB 2324002075
6 

19/12/23 s/d 
19/12/28 

4 Hubertus Hanu Canhut 
0122000496

4 
25/11/22 s/d 

25/11/27 

5 Agung 
Prabowo 

Nenhut 0224002072
7 

19/12/24 s/d 
19/12/28 

6 Selamat 
Nurzan 

Binhut 0324002072
9 

30/01/24 s/d 
19/12/28 

6. Persetujuan Penugasan dikeluarkan oleh Kantor BPHL Wilayah 
XI Samarinda (saat ini berubah menjadi BPHL Wilayah XIII 
Samarinda). 

No Nama Ganis 
PH 

Persetujuan Penugasan 
Nomor Berlaku 

1 Verman HS PKB 110924074 26/09/24 s/d 
27/08/29 

2 M. Rizky PN Kurpet 110924075 26/09/24 s/d 
22/08/29 

3 M. Arizal PKB 110124114 30/01/24 s/d 
19/12/28 

4 Hubertus 
Hanu 

Canhut 110523076 25/05/23 s/d 
25/11/27 

5 Agung 
Prabowo 

Nenhut 110124115 30/01/24 s/d 
19/12/28 

6 Selamat 
Nurzan 

Binhut 110124113 30/01/24 s/d 
19/12/28 

7. Penempatan dibuat oleh Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I. 

No Nama 
Ganis 

PH 
Penempatan 

Nomor Berlaku 
1 Verman HS PKB 1187845555

37 
07/10/24 s/d 

27/08/29 
2 M. Rizky PN Kurpet 1127419947

87 
07/10/24 s/d 

22/08/29 
3 M. Arizal PKB 1166709108

32 
07/02/24 s/d 

19/12/28 
4 Hubertus 

Hanu 
Canhut 1194248430

46 
05/01/24 s/d 

25/11/27 
5 Agung 

Prabowo 
Nenhut 1116283551

94 
07/02/24 s/d 

19/12/28 
6 Selamat 

Nurzan 
Binhut 1148344353

65 
07/02/24 s/d 

19/12/28 

8. Kepesertaan BPJS 
Seluruh Ganis PH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tercatat 
sebagai peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 

: (17/21) x 100% = 80,95%  = BAIK 

Nilai Kematangan/ 
Bobot 

: 3  

 

 

Indikator 1.4 : 
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan 

Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan 
Pencapaian (Kegiatan) / Pemegang PBPH Hutan Produksi 

 
1. Verifier 1.4.1 

( Bobot : 2 ) 
: Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen 

NILAI 
KINERJA 

: Baik  / Nilai Aktual : 3  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki sistem informasi 
manajemen berbasis teknologi informasi (internet) yang didukung 
oleh ketersediaan jaringan internet dan telah berjalan efektif. Di 
Camp Pesab terdapat penyedia jaringan internet STARLINK, selain 
itu juga terdapat jaringan internet yang berasal dari provider. 
Terdapat Sistem Informasi Manajemen pada PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I sesuai dengan kebutuhannya baik di Camp Pesab, 
maupun Kantor Region. Pada masing-masih lokasi simpul tersebut 
bisa berkomunikasi secara langsung terkait dengan informasi 
manajemen baik yang bersifat perintah atau perencanaan maupun 
yang bersifat laporan atau pemantauan perkembangan keadaan di 
lapangan.    
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memliki perangkat sistem informasi 
manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan 
secara efektif. Sistem informasi meliputi : 

No SIM Cakupan Kegiatan 

1 SAP Memproses semua kegiatan operasional dan 
pelaporan semua transaksi yang telah diproses 

2 FIORI Pengajuan pencairan dana, Penyelesaian biaya 
kegiatan (Laporan Pertanggung Jawaban), Input Cuti 
dan DInas 3 FMIS Data Petak 

4 ASPIR
O 

Untuk input pengajuan tiket apabila ada 
permasalahan IT dan kendala sistem lainnya 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki penanggung jawab SIM 
sebagimana disebutkan dalam Surat Keputusan PT Sumalindo 
Hutani Jaya No. SK : 006/SHJ- HRD/III/2025, tanggal 18 Januari 
2021, yang menunjuk Ibnu Abdillah NIK : 21438 sebagai Information 
Technology Coordinator PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I.  
Daftar Peralatan SIM PT Sumalindo Hutani Jaya  Unit I Tahun 2024 
- 2025 

Location Asset Type Dept Hostname 
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PESAB CPU Plantation FPSB-NX6320 
PESAB CPU Plantation FPSB50010000578 
PESAB CPU Plantation FSTN50010000358 
PESAB CPU Plantation FSTN50010000362 

. 

2. Verifier 1.4.2 
( Bobot : 1 ) 

 Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang  / Nilai Aktual : 2  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki organisasi SPI atau Internal 
Audit. Tujuan Internal Auditor adalah Melihat bagaimana pemenuhan 
UM terhadap persyaratan standar pengelolaan hutan lestari, melihat 
peluang perbaikan dalam pengelolaan hutan lestari sesuai indikator 
pengelolaan hutan lestari dan memberi masukan kepada Top 
Management mengenai peluang perbaikan implementasi dalam 
pengelolaan hutan lestari.  
Pada tahun 2023 terdapat Surat Keputusan Direktur Utama PT 
Sumanlindo Hutani Jaya Unit I No. SK. 001/SHJ I-HR/V/2023, tanggal 
8 Mei 2023 yang menunjuk Arif Santoso NIK. 28178 sebagai 
penanggung jawan Internal audit. Terdapat Surat Keputusan 
Direktur Utama PT Sumanlindo Hutani Jaya Unit I no SK : 006/SHJ- 
HRD/III/2025, tanggal 1 Maret  2025, yang menunjuk Muhammad 
Raka Nugraha NIK. 30603 sebagai penanggung jawan Internal audit.  
Terdapat SOP Internal Audit Division Dokumen SOP/SHJ I/IA-01 
tanggal 06 Desember 2017, dan masih berlaku sampai saat ini. 
Berdasarkan hasil telaah dokumen dan wawancara diketahui bahwa 
selama periode Penilikan ke-1 audit telah dilakukan oleh SPI dimana 
terdapat Laporan Hasil Audit. Hasil telaah lebih lanjut menunjukan 
bahwa audit yang dijalankan baru menyangkut pada kegiatan 
sosialisasi visi misi dan monitoring pemanfaatan HHBK namun belum 
meliputi seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan khususnya 
terkait dengan kegiatan operasional yang belum optimal dan 
maraknnya okumpasi lahan oleh masyarakat. 
Satuan SPI/Internal audit telah melakukan kegiatan audit namun 
baru pada sebagian kegiatan dan belum meliputi seluruh tahapan 
kegiatan. 

3. Verifier 1.4.3 
( Bobot : 2 ) 

: Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil 
monitoring dan evaluasi. 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang  / Nilai Aktual : 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan tindak perbaikan 
berdasar hasil temuan dan rekomendasi SPI/Internal Audit. Terkait 
dengan temuan SPI mengenai sosialisasi visi misi telah dilakukan 
tindak perbaikan demikian juga terkait dengan monitoring 
pemanfaatan HHBK namun demikian tindakan koreksi dan 
pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi khususnya 
rekomendasi perbaikan dalam kinerja pengelolaan hutan yang 
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direkomendasikan dalam kegiatan Audit PHL belum sepenuhnyab 
dilakukan perbaikan, implementasi visi misi masih belum 
terimplementasikan secara memadai, banyak kegiatan yang belum 
bisa berjalan. Terdapat sebagian tindakan perbaikan atas monitoring 
dan evaluasi. 

4. 
 
 
 
 

Verifier 1.4.4 
( Bobot : 2 ) 

: Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik 
kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya 

NILAI 
KINERJA 

: Baik  / Nilai Aktual : 3  

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I diverifikasi telah memiliki tenaga 
pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK 
dengan adanya dokumen SK Direksi sebagai berikut :  
1. Surat Keputusan Nomor : .40/SHJ I-SMD/V/2023 Perihal : Surat 

Keterangan Penunjukan Operator Sistem Informasi Pelaporan 
Elektronik (SIMPEL) dengan operatos Jaya Feriandi Silangit. 

2. Surat Keputusan Nomor : .41/SHJ I-SMD/V/2023, Perihal : Surat 
Keterangan Penunjukan Operator Sistem Informasi Peringatan 
dan Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
(SIPONGI) dengan operator Aris Setyo Budi. 

3. Surat Keputusan Nomor : 44/SHJ I-SMD/V/2023 Perihal : Surat 
Keterangan Penunjukan Operator Sistem Informasi Rencana 
Kerja dan Pelaporan (Si-Cakap ) dengan operator Hubertus 
Hanu  

4. Surat Keputusan Nomor : 001/SHJ I-SMD/I/2024 tanggal 2 
Januari 2024 perihal  Surat Penunjukan Operator Sistem 
Informasi Tenaga Teknis Pengelolaam Hutan (SIGANISHUT) 
dengan operator Fariz Fauzil Adhim.  

5. Surat Keputusan Nomor : 003/SHJ I-SMD/I/2024 tanggal 2 
Januari 2024 perihal  Surat Penunjukan Operator Sistem 
Informasi Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (SIPASHUT) 
dengan operator Hubertus Hanu..  

6. Surat Keputusan Nomor : 004/SHJ I-SMD/I/2024 tanggal 2 
Januari 2024 perihal  Surat Penunjukan Operator SIPONGI 
dengan operator Aris Setyo Budi. 

7. Surat Keputusan Nomor : 003/SHJ II-SMD/II/2024 tanggal 3 
Februari 2024 perihal  Surat Penunjukan Operator Sistem 
Informasi Pelaporan Elektronik (SIMPEL) dengan operator Jhon 
Deardo Girsangi. 

Pelaporan SIPONGI selama periode Penilikan ke-1 dilaporkan 
secara rutin dengan prosesntase berkisar 85% - 88% dan tingkat 
kepatuhan “Patuh”. 
Pelaporan SIPASHUT dilakukan secara rutin, tiap bulan data data 
tersedia lengkap meliputi Laporan Keuangan, Neraca Tanaman, 
Sertifikasi, Konflik. 
Laporan RKL RPL dilakukan melalui SIMPEL secara rutin selama 
periode audit Penilikan 1.. 
Laporan SIPUHH dan SIPNBP belum diimplementasikan karena PT 
Sumalindo Huani Jaya Unit I pada periode Penilikan ke-1 tidak 
melakukan kegiatan pemanenan. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 

: (18/21) x 100% = 85,71%  = BAIK  

Nilai Kematangan/ 
Bobot 

: 3 

 

 

Indikator 1.5 : 

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) 

1. Verifier 1.5.1 
( Bobot : 2 ) 

: Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan 
pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi 
kandungannya. 

NILAI 
KINERJA 

: Sedang  / Nilai Aktual : 2  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Selama periode Penilikan ke-1 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
telah membuat rencana kerja tahunan dengan menyusun dan 
mengesahkan dokumen RKTPH dengan pengesahan sebagai 
berikut : 
1. RKTPH Tahun 2024 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I disahkan 

melalui Surat Keputusan Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya 
melalui Surat Keputusan No. SK. 001/RKTPH-SHJ/XII/2023 
tanggal 29 Desember 2023. 

2. RKTPH Tahun 2025 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I disahkan 
melalui Surat Keputusan Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya 
melalui Surat Keputusan No. SK. 001/RKTPH-SHJ I/XII/2024 
tanggal 30 Desember 2024. 

Dokumen RKTPH telah disosialisasikan di desa sekitar PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I yang merupakan desa binaan yaitu : 
1. Desa Miau Baru Kecamatan Kongberng 
2. Suka Maju Kecamatan Kongbeng 

Kegiatan sosialisasi RKT yang dilakukan merupakan kegiatan 
sosialisasi terpadu bersama dengan sosialisasi Visi Misi, Kawasan 
Lindung, rencana kegiatan sosial, pengamanan hutan dan bahaya 
kebakaran hutan kepada masyarakat. Bukti pelaksanaan berupa : 
- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 

Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 19 Februari 
2024, yang dihadiri 25 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 19 Februari 
2024, yang dihadiri 29 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 29 Juni 2024, 
yang dihadiri 116 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 



 
 

Halaman 17 dari 84 
 

F1-02.15 Rev.1 

Jaya Unit I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 24 Februari 
2025, yang dihadiri 27 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 25 Februari 
2025, yang dihadiri 20 orang 

Implementasi pemberian hak-hak dasar kepada masyarakat tidak 
bisa berjalan sesuai rencana (termasuk dari hasil pemanenan 
tanaman kehidupan) karena produksi kayu dan penjualan PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I dalam masa periode audit tidak bisa 
berjalan. 

2. Verifier 1.5.2 
( Bobot : 1 ) 

 Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT 
berjalan  

NILAI 
KINERJA 

: Sedang  / Nilai Aktual : 2  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Kegiatan sosialisasi Kawasan lindung yang dilakukan merupakan 
kegiatan sosialisasi terpadu bersama dengan sosialisasi Visi Misi, 
RKT, rencana kegiatan sosial, pengamanan hutan dan bahaya 
kebakaran hutan kepada masyarakat. Bukti pelaksanaan berupa : 
- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 

Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 19 Februari 
2024, yang dihadiri 25 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 19 Februari 
2024, yang dihadiri 29 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 29 Juni 2024, 
yang dihadiri 116 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 24 Februari 
2025, yang dihadiri 27 orang 

- Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 25 Februari 
2025, yang dihadiri 20 orang 

Kegiatan sosialisasi kawasan llindung telah dilakukan kepada 
masyarakat desa Miau Baru dan Desa Suka Maju namun belum 
mendapatkan persetujuan. Masyarakat secara masif melakukan 
perambahan termasuk di kawasan lindung. Berdasarkan hasil 
overlay peta kawasan lindung dengan Peta Penafsiran Citra Satelit 
liputan tahun 2024 diketahui Kawasan lindung DPSL yang berubah 
menjadi kebun seluas 37,81 Ha, KPPN yang berubah menjadi kebun 
seluas 241,434 Ha dan Sempadan Sungai yang berubah menjadi 
kebun seluas 446,910 Ha. 
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Nilai Kinerja 
Indikator 

: (6/9) X 100% = 66,67%  = SEDANG 

Nilai 
Kematangan/Bobot 

: 2 

 
 
 

2. ASPEK PRODUKSI 

Indikator 2.1 : 

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari 

1. Verifier 2.1.1  
 

: Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui 
oleh pejabat yang berwenang. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen 
rencana jangka panjang berupa dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 
2020 – 2029 dan telah dilengkapi dengan Buku, Lampiran Peta 
dan SK Pengesahannya 

b. Dokumen RKUPHHK-HTI telah disahkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 
6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/ 11/2020 tanggal 16 
November 2020 di Jakarta oleh Plt. Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dr. Ir. Bambang 
Hendroyono, M.M NIP. 19640930 198903 1 001  a.n Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

c. RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit 
bulan Mei 2025 belum pernah mengalami revisi  

d. Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, RKUPHHK-HTI 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah sesuai dengan kondisinya 
di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi 
kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan 

2. Verifier 2.1.2  
 

: Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan 
rencana jangka panjang. 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Penataan areal kerja PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I sesuai 
RKUPHHK-HTI yang disahkan, meliputi : 

NO Rencana Peruntukan 
Luas 

Luas (Ha) Persen 
(%) 

1. 
Kawasan Lindung 1.485,66 13,54 
a. KPSL 117,60 1,07 
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b. KPPN 454,75 4,14 
c. Sempadan Sungai 913,32 8,32 

2. 

Areal Budidaya 9.490,74 86,46 
a. Pola Swakelola 6.803,30 61,98 

1) Tanaman Jenis Acacia spp, 
Eucalyptus spp dan jenis 
lain 

6.685,60 60,91 

2) Sarana Prasarana 117,70 1,07 
b. Pola Kemitraan 2.687,44 24,48 

1) Tanaman Jenis Acacia spp, 
Eucalyptus spp dan jenis 
lain 

2.637,89 24,03 

2) Sarana Prasarana 49,55 0,45 
Jumlah 10.976,40 100 

Tingkat kesesuaian letak dan luas blok RKT pada setiap jenis usaha 
pemanfaatan hutan yang dikembangkan : 

Tahun  
RKU RKT  Kesesuaian 

Luas Posisi Luas Posisi 
Luas (%) Posisi 

Ha Blok Ha Blok 
2024 1.860 V 2.092 V 88,91 % 100 % 
2025 300 I 1.530 I 19,60 % 100 % 

Rata-rata 54,25 % 100 % 

Berdasarkan data di atas, Tingkat kesesuaian letak penataan areal 
kerja (blok RKT)  mencapai 100 % namun kesesuaian luas sebesar 
54,25 % atau > 50 % s.d 90 % sesuai dengan dokumen Rencana 
jangka panjang 

3. Verifier 2.1.3 : Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas 
Sampling 5%). 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I menerbitkan RKT setiap 
tahunnya selama periode audit 

b. Telah dilakukan penataan batas blok dan petak sesuai Berita 
Acara Pemasangan, Penandaan dan Pemeliharaan Batas Areal 
Kerja No. 008/PS/Pesab/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 dan No. 
007/PS/Pesab/IV/2025  tanggal 7 April 2025 

c. Berdasarkan observasi lapangan pada blok RKT 2025 dan blok 
RKT 2024, sebagian besar (> 50%) batas blok merupakan jalan 
utama, jalan cabang atau alur sungai / anak sungai yang terlihat 
dengan jelas di lapangan. Namun demikian, keberadaan identitas 
blok di lapangan hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di 
lapangan antara lain :  
 Pada titik koordinat  N 1˚ 13’ 2.975” E 117˚ 4’ 7.487” terdapat 

plang blok RKT 2025 yang terletak pada petak 054 zona 13 
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 Pada titik koordinat N 1˚ 13’ 28.816” E 117˚ 3’ 59.953” 
terdapat patok identitas petak 54 zona 13  

 Pada titik koordinat N 1˚ 12’ 58.607” E 117˚ 3’ 57.065” 
terdapat patok identitas petak 53 zona 13  

 Pada titik koordinat N 1˚ 13’ 28.823” E 117˚ 4’ 00.010” 
terdapat patok batas blok RKT 2024 yang terletak pada 
perbatasan petak 53 dan 64 zona 13 

 Pada titik koordinat N 1˚ 13’ 21.567” E 117˚ 4’ 02.297” 
terdapat patok batas blok RKT 2024 yang terletak pada 
perbatasan petak 53 dan 54 zona 13 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.1 

: 8 / 12 x 100 % = 66,67 %  = SEDANG  

 

 

Indikator 2.2 : 

Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan 
hutan, dan/atau jasa lingkungan 

1. Verifier 
2.2.1 
 

: Terdapat data potesi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ 
jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/ identifikasi. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Selama periode tahun 2024 dan 2025 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 
I hanya merencanakan pemanfaatan hutan kayu budidaya hutan 
tanaman.  

b. Terdapat data potensi pemanfaatan hutan pada areal hutan tanaman 
berupa inventarisasi hutan tanaman (PHI) dan telah dilengkapi 
dengan peta pendukung berupa peta design plot inventory 

c. Data potensi tegakan pada areal Hutan Tanaman selama periode 
tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut :  

Tahun RKT 

Rencana 
Pemanfaatan (RKT) 

Hasil Inventarisasi 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

Potensi 
m3/ Ha 

2024 
Murni 385,49 28.520,78 385.49 28.520,78 73,98  

CO 394,00 23.713,54 394,00 26.541,42 67,36  

2025 
Murni 1.042,29 31.487,05 1.042,30 35.837,49 34,39  

CO 0 0 - - - 

Keterangan : Rencana pemanfaatan tidak melebihi hasil 
inventarisasi 

Berdasarkan verifikasi dokumen, inventarisasi tegakan pada areal hutan 
tanaman dilaksanakan dengan intensitas sampling (IS) kurang dari 5 % 



 
 

Halaman 21 dari 84 
 

F1-02.15 Rev.1 

sehingga belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Lampiran 
X PermenLHK No. 8 Tahun 2021 

2. Verifier 
2.2.2 
 

: Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan 
usaha pemanfatan hutan sesuai ketentuan. 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I menerapkan sistem silvikultur tebang 
habis permudaan buatan (THPB) dengan jenis kegiatan usaha berupa 
pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman)  

b. Untuk mengetahui daya dukung hasil hutan kayu budidayanya, PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan pengukuran riap untuk 
jenis tanaman Eucalyptus sp meliputi : pada tegakan tanaman tahun 
2013 seluas 65,9 Ha, pengukuran dilakukan pada tahun 2014 s.d 
2018 dan pada tegakan tanaman tahun 2018 seluas 23,7 Ha 

c. Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara, terhitung sejak 
tahun 2020 s.d saat ini belum dilakukan pengukuran kembali terkait 
riap tegakan sehingga penggunaan data riap tegakan mengacu 
kepada data riap tegakan unit manajemen lain dalam satu grup usaha 
yang memiliki kondisi areal serta tanaman yang hampir sama. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.2 

: 6 / 9 x 100 % = 66,67 %  = SEDANG   

 
 

Indikator 2.3 : 

Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian 
hutan. 

1. Verifier 
2.3.1 

: Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Berdasarkan RKUPHHK-HTI periode tahun 2020 – 2029, PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I melaksanakan usaha pemanfaatan hutan 
menggunakan sistem silvikultur tebang habis permudaan buatan 
(THPB). 

b. Dalam rangka pelaksanaan sistem silvikultur THPB, perusahaan telah 
menyusun SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayunya.. 

c. Hasil telaah terhadap kesesuaian isi SOP terhadap prinsip / pedoman 
serta pemanfaatan hutan yang dijalankan menunjukkan bahwa 
tersedia lengkap SOP pada setiap tahapan kegiatan sistem silvikultur 
tebang habis permudaan buatan yang isinya lengkap memenuhi 
pedoman atau ketentuan teknis.  
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2. Verifier 
2.3.2 

: Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha 
pemanfaatan hutan. 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki SOP pada tahapan kegiatan 
pemanfaatan hutannya  

b. Hasil telaah terhadap implementasi SOP di lapangan menunjukkan 
bahwa masih terdapat sebagian implementasi yang belum sesuai 
seperti : 
 Penataan areal kerja : Telah dilakukan penataan areal kerja pada 

blok RKT 2024 dan 2025 namun sebagian penandaan identitas 
petak tidak terlihat dengan jelas di lapangan  

 Risalah Hutan : tersedia laporan PHI terhadap petak yang akan 
ditebang, namun demikian intensitas sampling (IS) yang digunakan 
masih menggunakan IS < 5 % 

 Pemanenan : Selama periode tahun 2023, 2024 dan 2025 s.d bulan 
April tidak terdapat realisasi kegiatan pemanfaatan hutan / 
pemanenan kayu budidaya hutan tanaman 

3. Verifier 
2.3.3 

: Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam 
menjamin kelestarian hutan. 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a. Selama periode tahun 2023 dan 2024 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 
I telah merencanakan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan 
sumberdaya hutan yang dimanfaatkannya 

b. Berdasarkan laporan realisasi tanam periode tahun 2023 dan 2024, 
selama periode tersebut tidak terdapat realisasi kegiatan penanaman 
yang dilakukan sehingga pencapaian kinerja penanaman adalah 0 %. 

RKT 
Rencana 

Realisasi 
(Ha) Pencapaian 

Rata-
rata Jenis 

Tanaman 
Luas 
(Ha) 

2023 

Murni Eucalyptus 
sp 

0 0 

0 % 

0 % 

CO Eucalyptus 
sp 

4.633,00 0 

2024 

Murni  Eucalyptus 
sp 

2.092,65 0 

0 % 
CO Eucalyptus 

sp 
2.592,04 0 

. 
Nilai Kinerja 
Indikator 2.3 

: 9 / 15 x 100 % = 60,00 %  = SEDANG 
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Indikator 2.4 : 

Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan. 

1. Verifier 
2.4.1 
 

: Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam 
usaha pemanfaatan hutan. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki prosedur penerapan 
teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya 
meliputi :  
1. SOP Harvesting, No. Dokumen SOP/SHJ/HVT-001 Rev. 2 

tanggal 12 Agustus 2024 
2. SOP Micro Planning, No. Dokumen SOP/SHJ/PD-022 Rev. 5 

tanggal 23 Desember 2024 
3. Work Instruction Reduce Impact Logging, No. Dokumen 

WI/SHJ/HVT-009 Rev. 2 tanggal 22 November 2024 
b. SOP RIL telah mencakup isi pedoman dalam Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, 
khususnya pada Lampiran XIV terkait pedoman penerapan teknik 
pembalakan berdampak rendah / reduced impact logging 

2. Verifier 
2.4.2 

: Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan 
hutan. 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki prosedur penerapan 
teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutannya  

b. Hasil observasi di lapangan khususnya terhadap kegiatan usaha 
pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman selama periode tahun 
2023, 2024 dan 2025, implementasi teknologi ramah lingkungan di 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I antara lain :  

No. 
Tahapan 
Kegiatan Implementasi Keterangan 

1. Perencanaan 
Pemanenan 

Telah dibuat peta 
kerja untuk 
perencanaan 
pemanenan yaitu 
peta micro 
planning harvesting  

- 

2. Pelaksanaan 
Pemanenan 

- Selama periode 
tahun 2023, 2024 
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3. Paska 
Pemanenan 

- dan 2025 s.d 
bulan April tidak 
terdapat realisasi 

kegiatan 
pemanenan 

c. Telah dilakukan penerapan SOP teknologi ramah lingkungan pada 
kegiatan perencanaan pemanenan namun demikian tidak terdapat 
penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan pemanenan 
dan paska pemanenan selama periode audit 

3. Verifier 
2.4.3 

: Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a. PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I merencanakan kegiatan 
usaha pemanfaatan kayu budidaya hutan tanaman. Tingkat 
kerusakan sumber daya hutan diukur dengan menghitung 
keterbukaan areal   

b. Pengukuran keterbukaan areal dilakukan melalui analisa luasan 
area yang terbuka (jalan, bangunan dan sarana prasarana) pada 
luasan area kerja 

c. Keterbukaan areal selama periode tahun 2024 dan 2025 adalah 
sebagai berikut :  

Blok 
RKT 

Luas Areal 
Kerja (Ha) 

Areal Terbuka 
(Ha) 

(Jalan, 
bangunan, 

sarpras) 

Keterbukaan 
Areal (%) 

Rata-rata 
Keterbukaan 

Areal 

2024 4.684,69 101,13 2,16 % 
2,71 % 

2025 1.530,91 49,87 3,26 % 

Rata-rata keterbukaan areal sebesar 2,71 % atau < 20 %. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

2.4 

: 13 / 15 x 100 % = 88,67 %  = BAIK  

 

 

Indikator 2.5 : 

Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai 
dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui. 

1. Verifier 2.5.1 : Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai 
dengan ketentuan. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 
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Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Selama periode audit, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
menerbitkan dokumen RKT setiap tahunnya 

b. Seluruh RKT yang ditertbitkan telah lengkap meliputi SK RKT, 
Dokumen RKT dan Peta RKT 

c. Dokumen RKT telah sesuai dengan hasil inventarisasi di 
lapangan, dengan rincian sebagai berikut : 

RKT 
Tahun Surat Keputusan 

Rencana Kegiatan 
Produksi 

2023 Keputusan Direktur Utama 
PT Sumalindo Hutani Jaya 
I No. SK.001/RKTPH-
SHJI/XII/2022 tanggal 29 
Desember 2022 

Pemanenan Kayu 
Budidaya Hutan 
Tanaman Pada Carry 
Over Blok RKT 2022 

2024 Keputusan Direktur Utama 
PT Sumalindo Hutani Jaya 
I No. SK.001/RKTPH-
SHJI/XII/2023 tanggal 29 
Desember 2023 

Pemanenan Kayu 
Budidaya Hutan 
Tanaman Pada Blok RKT 
2024 dan Carry Over 
Blok RKT 2023 

2025 Keputusan Direktur Utama 
PT Sumalindo Hutani Jaya 
I No. SK.001/RKTPH-
SHJI/XII/2024 tanggal 30 
Desember 2024 

Pemanenan Kayu 
Budidaya Hutan 
Tanaman Pada Blok RKT 
2025 

 . 
2. Verifier 2.5.2 : Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah membuat peta rencana kerja 
tahunan selama periode tahun 2023 s.d 2025 

b. Peta RKTPH Tahun 2023 s.d 2025 dibuat oleh GanisPH 
Perencanaan Hutan dan telah mendapatkan persetujuan dari 
Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I  

c. Selama periode tahun 2023, 2024 dan 2025 PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I tidak melaksanakan kegiatan pemanenan kayu budidaya 
hutan tanaman sehingga implementasi penggunaan peta kerja di 
lapangan hanya sebatas pada kegiatan perencanaan dan kegiatan 
penanaman  dilakukan pada tanah kosong yaitu :  
- Peta Design Plot Inventory dengan skala 1 : 10.000 
- Peta Micro Planning Harvesting dengan skala 1 : 5.000 
- Peta Pemeliharaan & Pemasangan Batas Areal Kerja dengan 

skala 1 : 50.000 
- Peta Pemasangan Plang RKT dengan skala 1 : 50.000 
- Peta Penanaman dengan skala 1 : 5.000 

d. Batas-batas peta kerja yang dibuat telah sesuai dengan peta 
RKTPH dan telah memperhatikan keberadaan kawasan yang 



 
 

Halaman 26 dari 84 
 

F1-02.15 Rev.1 

dilindungi seperti kawasan lindung KPPN, KPSL dan  sempadan 
sungai 

3. Verifier 2.5.3 : Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis 
kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a. Penandaan batas blok usaha pemanfaatan hutan di areal PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah dilakukan dengan pemasangan 
Plang Blok RKT, pemasangan pal / patok identitas petak dan 
penandaan batas petak sesuai peta kerja, namun demikian hanya 
sebagian penandaan blok RKT yang terlihat dengan jelas di 
lapangan. 

b. Berdasarkan observasi di lapangan pada Blok RKT 2024 dan 2025, 
penandaan di lapangan juga telah dilakukan termasuk pada 
kawasan lindung yaitu :  
- Pada titik koordinat N 1˚ 13’ 57.734”, E 116˚ 59’ 17.989” 

terdapat papan / plang informasi kawasan lindung Sempadan 
Anak Sungai Miau 

- Pada titik koordinat N 1˚ 14’ 48.603”, E 117˚ 0’ 51.625” terdapat 
papan / plang informasi kawasan lindung KPPN dan plang batas 
kawasan lindung  

- Pada titik koordinat N 1˚ 13’ 57.734”, E 116˚ 59’ 17.989” 
terdapat papan / plang informasi kawasan lindung Sempadan 
Sungai Pesab dan plang batas kawasan lindung 

4 Verifier 2.5.4 : Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana 
jangka pendek 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a. Selama periode tahun 2023 dan 2024 PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I telah merencanakan kegiatan produksi / pemanenan  
sumberdaya hutan, pemanenan hasil hutan kayu budidaya hutan 
tanaman. 

b. Berdasarkan laporan realisasi produksi periode tahun 2023 dan 
2024, selama periode tersebut tidak terdapat realisasi kegiatan 
pemanenan yang dilakukan sehingga pencapaian kinerja 
pemanenan adalah 0 %.  

RKT 

Rencana Realisasi 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

Luas 
(Ha) 

Volume 
(m3) 

2023 
Murni 0 0 0 0 

Carry Over 2.621,00 118.919,00 0 0 

2024 
Murni 385,49 28.520,78 0 0 

Carry Over 394,00 23.713,54 0 0 
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Nilai Kinerja 
Indikator 2.5 

: 12 / 18 x 100 % = 66,67 %  = SEDANG  

 

 

Indikator 2.6 : 

Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan 
usaha pemanfaatan hutan. 

1. Verifier 
2.6.1 
 
 

: Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan 
penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik). 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Tersedia laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik yang mumuat laporan posisi keuangan PT Sumalindo Hutani 
Jaya selama periode tahun 2023 & 2024 sebagai berikut : 
- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 

2023 dan laporan auditor independen No. 
00032/2.0902/AU.1/01/0046-4/1/III/2024 tanggal 20 Maret 
2024 oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa Dan Rekan. 

- Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 
2024 dan laporan auditor independen No. 
00032/2.0902/AU.1/01/1792-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 
2025 oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa Dan Rekan. 

b. Hasil Analisis Kondisi Kemampuan Finansial PT Sumalindo Hutani 
Jaya selama periode tahun 2023 & 2024 berdasarkan neraca 
keuangan dan laporan laba rugi yang disusun oleh Kantor Akuntan 
Publik diperoleh hasil sebagai berikut : 

No Tahun Opini Likuiditas Solvabilitas Profitabilitas 
1. 2023 Wajar 21,13 % 118,60 % Positif 
2. 2024 Wajar 6,41 % 233,09 % Negatif 

c. Seluruh Opini / Pendapat / catatan kantor akuntan publik terhadap 
laporan keuangan selama periode 2023 & 2024 adalah Wajar 
dengan parameter : Liquiditas < 150 %, Solvabilitas sebagian < 150 
% dan Profitabilitas sebagian Negatif 

2. Verifier 
2.6.2 
 
 

: Realisasi Alokasi dana yang proporsional 
(Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan 
keadaan force majeur / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana 
yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %) 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 1 = 1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki laporan rencana dan 
anggaran perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 
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dengan bidang kegiatan yang direncanakan meliputi : 
perencanaan, pengendalian kebakaran, kewajiban kepada negara, 
kewajiban kepada lingkungan dan sosial, pendidikan dan pelatihan 
serta biaya umum operasional.  

b. Hasil analisis perbedaan alokasi dana berdasarkan RKAP dan 
bidang kegiatan lainnya selama periode tersebut adalah sebagai 
berikut : 

Tahun Parameter Kegiatan Pencapaian 
2023 Alokasi 

Maks 
Biaya umum operasional 95,44 % 

Alokasi Min pengadaan bibit, 
penyiapan lahan, 
penanaman, 
pemeliharaan dan 
pemanenan 

0 % 

Perbedaan Pencapaian 95,44 % 
2024 Alokasi 

Maks 
Kewajiban kepada 
lingkungan & sosial 

100,00 % 

Alokasi Min pengadaan bibit, 
penyiapan lahan, 
penanaman, 
pemeliharaan dan 
pemanenan 

0 % 

Perbedaan Pencapaian 100,00 % 

c. Realisasi alokasi dana selama periode tahun 2023 dan 2024 tidak 
proposional (perbedaan lebih dari > 50%) 

3. Verifier 
2.6.3 
 
 

: Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman 
Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit 
oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah 
disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS). 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki laporan rencana dan 
anggaran perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 
dengan bidang kegiatan yang direncanakan meliputi : 
perencanaan, pengendalian kebakaran, kewajiban kepada negara, 
kewajiban kepada lingkungan dan sosial, pendidikan dan pelatihan 
serta biaya umum operasional.  

b. Hasil analisis realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan 
berdasarkan RKAP periode tersebut adalah sebagai berikut : 
- Tahun 2023 : Pencapaian 85,13 % 
- Tahun 2024 : Pencapaian 94,37 % 

c. Berdasarkan pencapaian di atas, rata-rata realisasi alokasi dana 
mencapai 89,75 % atau ≥ 80 %, namun demikian alokasi dana PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit I belum secara lengkap mencakup 
seluruh bidang kegiatan mengacu kepada dokumen perencanaan 
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operasional seperti RKU maupun RKT pada periode yang sama 
seperti belum terdapat rencana anggaran untuk pengadaan bibit, 
penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan.  

4 Verifier 
2.6.4 

: Realisasi pendanaan yang lancar. 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

 a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki laporan rencana dan 
anggaran perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 
dengan bidang kegiatan yang direncanakan meliputi : 
perencanaan, pengendalian kebakaran, kewajiban kepada 
negara, kewajiban kepada lingkungan dan sosial, pendidikan dan 
pelatihan serta biaya umum operasional.  

b. Berdasarkan RKAP yang dibuat, rencana pendanaan untuk 
kegiatan teknis kehutanan hanya meliputi kegiatan perencanaan 
dan pengendalian kebakaran saja, sementara kegiatan teknis 
kehutanan lainnya belum tercantum dalam RKAP seperti 
pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan 
pemanenan 

c. Berdasarkan realisasi output kegiatan di lapangan, selama tahun 
2023 dan 2024 tidak terdapat realisasi kegiatan penanaman 
maupun pemanenan (pencapaian 0 %) sehingga realisasi 
pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar. 

5. Verifier 
2.6.5 

: Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan. 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1 x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki laporan rencana dan 
anggaran perusahaan (RKAP) periode tahun 2023 dan 2024 
dengan bidang kegiatan yang direncanakan meliputi : 
perencanaan, pengendalian kebakaran, kewajiban kepada 
negara, kewajiban kepada lingkungan dan sosial, pendidikan dan 
pelatihan serta biaya umum operasional.  

b. Berdasarkan RKAP yang dibuat, realisasi modal yang ditanankan 
(kembali) ke hutan hanya meliputi kegiatan pengendalian 
kebakaran saja, sementara kegiatan lainnya belum termuat dalam 
RKAP dan/atau belum terealisasi di lapangan seperti kegiatan 
pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan tanaman dan 
letarlitbang & inovasi. 

c. Hasil analisis realisasi pencapaian modal yang ditanamkan 
(kembali) ke hutan periode tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai 
berikut : 

No Kegiatan 
Pencapaian 

2023 2024 
1. Pengadaan bibit 0 % 0 % 
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2. Penanaman 0 % 0 % 
3. Pemeliharaan tanaman 0 % 0 % 
4. Litbang dan inovasi 0 % 0 % 
5. Pengendalian kebakaran 77,20 % 95,44 % 

Rata-rata 15,44 % 19,09 % 

. 

Nilai Kinerja 
Indikator 2.6 

: 11 / 24 x 100 % = 45,83 %  = BURUK  

 
 

3. ASPEK EKOLOGI 

Indikator 3.1 : 

Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi 
Tinggi (ABKT) 

1. Verifier 
3.1.1  

: Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau 
dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi 
ABKT 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menetapkan kawasan 
yang dilindungi di dalam areal kerja sesuai Keputusan Manajemen PT 
Sumalindo Hutani Jaya (Unit I) No. 002/SK-SHJ I/I/2021 tanggal 25 
Januari 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT SHJ Unit I 
seluas 1.485,66 Ha. Jenis dan luas kawasan lindung meliputi : 

No. Jenis Kawasan Lindung Luas (Ha) 
1. Sempadan sungai 913,32 
2. KPPN 454,75 
3. KPSL 117,60 

Jumlah (Ha) 1.485,66 

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai 
dengan Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2020 (Periode 2020 – 2029) 
yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 
SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 Tanggal 16 November 
2020. 
 

c) PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki informasi hasil 
identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) melalui 
keberadaan dokumen : HCV Assessment Report Tahun 2014 
bekerjasama dengan Asia Pacific Consulting Solutions.  

2. Verifier 
3.1.2  

: Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda 
batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT 

Bobot : 2 
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NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Realisasi penataan batas kawasan yang dilindungi sampai dengan 
audit Penilikan Ke-1 (2025) sebesar 28,10 Km (44,023% dari rencana 
penataan batas kawasan lindung 63,83 Km), dengan rincian sebagai 
berikut. 

No Kawasan Lindung 
Rencana 

(Km) 
Realisasi 

(Km) 
1. KPSL 8,77 1,50 
2. KPPN 16,76 10,50 
3. Sempadan Sungai 38,30 16,10 

 Total 63,83 28,10 
Persentase  44,023% 

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan secara sampling, 
keberadaan tanda batas kawasan lindung sebagai berikut: 

Jenis Kawasan 
Lindung 

Keberadaan batas kawasan lindung 

KPPN 
Kompartemen 078 
(1˚14’48,738” N 
117˚0’51,66” E) 

- Plang nama warna hijau (bertuliskan nama 
kawasan lindung, informasi kriteria ABKT, 
dan himbauan/larangan) 

- Plat seng warna kuning 

- Patok ikat dari paralon berwarna putih 
dengan ujung merah bertuliskan “KL” 

Sempadan Sungai 
Anak Sungai Miau 
(1˚13’57,624” N 
116˚59’17,946” E) 

- Plang nama warna hijau (bertuliskan nama 
kawasan lindung, informasi kriteria ABKT, 
dan himbauan/larangan) 

- Tidak ada batas rintis maupun plat seng 

Sempadan Sungai 
Pesab (1˚13’3,978” 
N 117˚4’18,732” E) 

- Plang nama warna hijau (bertuliskan nama 
kawasan lindung, informasi kriteria ABKT, 
dan himbauan/larangan) 

- Plang gambar jenis fauna dilindungi di 
areal PBPH 

- Batas rintis kawasan lindung berupa plat 
seng ditemukan di areal kompartemen 
(belum masuk kawasan lindung) pada 
koordinat 1˚13’7,71” N 117˚4’20,454” E 
dan koordinat 1˚13’5,802” N 
117˚4’14,586” E, sehingga lokasi 
penandaan tidak tepat 

. 

3. Verifier 
3.1.3  

: Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung 

Bobot : 1 



 
 

Halaman 32 dari 84 
 

F1-02.15 Rev.1 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1x1=1 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. Kondisi penutupan areal kawasan lindung PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I didasarkan pada hasil tumpang susun (overlay) Peta 
Penafsiran Citra Satelit Tahun 2024 skala 1 : 50.000 (Sumber: Mosaik 
Citra Sentinel-2 T50NNG dan T50NMG Band 4,3, dan 2 Liputan 
Tanggal 2 November 2024 dan 11 September 2024). Kondisi 
penutupan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan tanaman) 
yaitu 203,344 Ha (13% dari total luas kawasan lindung 1.598 Ha), 
dengan rincian sebagaimana tabel berikut.  

Penutupan 
Lahan 

Kawasan Lindung 
Luas (Ha) 

  DPSL KPPN Sempadan 
Sungai 

Hutan 
tanaman 1,006 47,805 154,533 203,344 

Lahan 
terbuka 4,507 32,108 52,235 88,849 

Belukar 40,858 131,359 176,693 348,909 
Perkebunan 37,861 241,434 446,91 726,206 
Semak 42,237 37,086 142,152 221,475 
Tertutup 
Awan     9,221 9,221 

b. Rehabilitasi kawasan yang dilindungi selama periode audit hanya 
sebesar 0,5 Ha (4,54% dari rencana 11 Ha). Jenis yang ditanam berupa 
Balangeran dan Durian. Berdasarkan observasi lapangan, diketahui 
lokasi pengayaan kawasan lindung tidak tepat, yakni bukan merupakan 
areal kawasan lindung Sempadan Sungai Pesab melainkan blok RKT 
2025. 

c. Kondisi penutupan kawasan lindung secara faktual di lapangan sebagai 
berikut : 
- KPPN Kompartemen 078 (1˚14’48,738” N 117˚0’51,66” E) berupa 

areal hutan sekunder (LOA) dan sawit masyarakat 
- Sempadan Sungai Anak Sungai Miau (1˚13’57,624” N 

116˚59’17,946” E) berupa areal hutan sekunder dan jalan poros 
negara (aspal) 

- Sempadan Sungai Pesab (1˚13’3,978” N 117˚4’18,732” E) berupa 
areal hutan sekunder dan semak belukar 

4. Verifier 
3.1.4 

: Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis 
tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable) 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: Not Applicable (N/A) 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

 Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2020 Periode Tahun 2020 – 
2029, diverifikasi sebaran jenis tanah yang terdapat di areal kerja PBPH 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I yaitu : 1) LWW (Paleudults; Tropudults; 
Trpoquepts) luas 4.951,45 Ha; 2) MPT (Tropudults; Dytropepts) luas 
183,37 Ha; dan 3) TWH (Tropudults; Paleudults; Dystropeps) luas 
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5.841,58 Ha dan tidak terdapat jenis tanah gambut, sehingga tidak 
diwajibkan pengelolaan tanah gambut dan verifier ini tidak diterapkan (Not 
Applicable). 

5. Verifier 
3.1.5  

: Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, terdapat 
aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung, 
diantaranya : 
1. Terdapat perambahan oleh masyarakat berupa perkebunan sawit, 

pemukiman, dan perladangan lainnya dengan luas total yang 
teridentifikasi sebesar 464,55 Ha yakni di KPPN seluas 92,02 Ha 
dan Sempadan Sungai seluas 372,53 Ha. Hasil overlay penafsiran 
peta citra satelit tahun 2024 menunjukkan bahwa 87% areal 
kawasan lindung sudah terbuka (tidak berhutan) sehingga tidak 
sesuai dengan fungsinya. 

2. Kegiatan perburuan satwa sudah tidak ada di wilayah konsesi 
karena tidak ada lagi hewan buruan yang tersisa. Hasil wawancara 
antara Auditor Sosial dengan Kades Miau Baru (Bapak Lius) dan 
Kades Sukamaju (M. Usman) diketahui tidak ada lagi perburuan 
satwa, melainkan hanya kegiatan memancing ikan.  

b) Desa binaan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I diantaranya : Desa Suka 
Maju dan Desa Miau Baru. Dalam upaya mendapatkan pengakuan 
keberadaan kawasan lindung, PT SHJ Unit I telah mengadakan 
sosialisasi kawasan lindung yang terpadu dengan sosialisasi RKT pada 
kedua desa tersebut. Kegiatan sosialisasi menghasilkan output berupa 
kesepakatan bersama mengetahui dan memahami materi sosialisasi. 
Kesepakatan belum sampai tahap MoU/NKK untuk penyelesaian 
konflik di kawasan lindung. 

6. Verifier 
3.1.6  

: Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai 
AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah membuat dan melaporkan 
hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara 
elektronik melalui website SPEED/SIMPEL setiap semester selama 
periode 18 bulan terakhir. Pelaporan telah dilakukan sesuai tata 
waktunya. 

b) Pengelolaan kawasan lindung PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
mengacu pada Dokumen RKTPH Tahun 2024 dan RKTPH 2025 
dengan teknis kegiatan diatur dalam SOP Pengelolaan Kawasan 
Lindung (No. SOP/SHJ/FSD-006 tanggal 18 November 2024, Rev. 4). 
Laporan pengelolaan kawasan dilindungi yang tersedia mencakup 
kegiatan : 
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- Pemasangan plang nama kawasan lindung dan rehabilitasi kawasan 
lindung Sempadan Sungai Pesab 

- Monitoring areal HCV dan HCS setiap tahun 
- Pemantauan kualitas air permukaan setiap semester secara 

lengkap di Inlet dan Outlet Sungai Miau dan Sungai Pesab 
- Pemantauan vegetasi dan satwa liar setiap tahun  
- Sosialisasi kepada karyawan dan masyarakat terkait keberadaan 

kawasan lindung (lokasi, batas areal, dan kewajiban masyarakat) 
- Patroli dan perondaan pada areal yang rawan, didokumentasikan 

dalam Laporan PHPA bulanan, terdiri dari : Laporan Bulanan 
Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Laporan Bulanan 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Laporan Bulanan 
Pengendalian Karhutla via SIPONGI; dan Laporan Bulanan 
Pengamanan Hutan oleh Tim Security 

c) Laporan pengelolaan kawasan lindung yang belum tersedia sesuai tata 
ruang areal dan rencana pengelolaan yakni : Laporan pengelolaan di 
KPPN dan KPSL. 

Nilai Kinerja 
Indikator : (12 / 21) x 100% = 57,14% = BURUK 

 

 

Indikator 3.2 : 

Perlindungan dan pengamanan hutan 

1. Verifier 
3.2.1  
 
 

: Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis 
gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau 
penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, 
dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Potensi gangguan hutan di areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
diantaranya perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan 
tanpa izin, dan pencegahan dan pemadaman kebakaran. Selain itu, jenis 
gangguan lain yang berpotensi di areal PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I yaitu perburuan satwa liar dan hama penyakit tanaman. 
PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menyusun dan menetapkan 
prosedur untuk mencegah dan menangani gangguan hutan, diantaranya 
ditunjukkan pada tabel berikut. 

No. Gangguan Hutan Prosedur 

1. Perambahan 
kawasan 

1. SOP Pengamanan Areal Kerja HTI (No. Dok 
: SOP/SHJ/SSD-28, Tanggal Berlaku : 23 
Des 2024, Rev. 3).  

2. SOP Pengamanan Areal Kawasan Lindung 
(No. Dok. SOP/SHJ/SSD-27, Tanggal 
Berlaku 23 Desember 2024, Rev. 3). 
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3. SOP Penyelesaian Konflik Lahan (No. Dok. 
SOP/SHJ/SSD-007, Tanggal Berlaku 23 
Desember 2024, Rev. 3) 

2. Pencegahan dan 
pemadaman 
kebakaran 

SOP Pengendalian Kebakaran Hutan (No. Dok 
: SOP/SHJ/FOM-001, Tanggal Berlaku 22 
November 2024, Revisi : 4). 

3. Perburuan satwa 
liar 

SOP Pencegahan dan Penanggulangan 
Interaksi Negatif antara Manusia-Orangutan 
dan Satwa Liar Lainnya (No. Dok : 
SOP/SHJ/FSD-007 Tanggal berlaku 18 
November 2024 Rev. 3).  

4. Hama dan penyakit 
tanaman 

SOP Monitoring dan Pengendalian Hama 
Penyakit Terpadu (No. Dok : SOP/SHJ/R&D-
001, Tanggal Berlaku : 28 November 2024, 
Revisi : 4).  

Sumber : Prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I 

Seluruh prosedur telah mengacu aturan terkait, namun PT SHJ Unit I 
belum memiliki prosedur pencegahan dan penanganan illegal logging. 

2. Verifier 
3.2.2  

: Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai 
ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3x1=3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Keberadaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang 
dimiliki PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I saat audit Penilikan Ke-1 
(2025) meliputi: 

Jenis Gangguan 
Hutan Sarana Prasarana yang disediakan 

Pencegahan dan 
Pengendalian 
Kebakaran Hutan 

Sarana prasarana karhutla tercantum dalam Laporan 
Bulanan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 
Periode Maret 2025 tanggal 3 April 2025. Berdasarkan 
uji petik keberadaan sarpras karhutla di posko 
dalkarhutla PT SHJ I (1˚13’15,804” S 117˚4’15,762” E), 
jumlah sarana prasarana dalkarhutla telah sesuai 
dengan daftar dan berfungsi dengan baik. Sarana yang 
tersedia meliputi pompa apung 3 unit (1 unit dalam 
perbaikan), Pompa jinjing 2 unit (1 unit dalam 
perbaikan), Noozle 5 unit, Radio HT 5 unit, Radio Rig 1 
unit, Gepyok (Flapper karet) 5 unit, Sekop 7 unit, Garu 
tajam 6 unit, Garu pacul 3 unit, Pompa punggung 10 
unit, Toolkit bengkel 1 set, Kantong tidur 6 unit, dan 
Peples 11 unit. 

PT SHJ I memiliki Menara Api dan drone masing-
masing 1 unit sebagai sarana deteksi dini kebakaran 
hutan dan lahan yang berfungsi dengan baik.  

Sarpras dalkarhutla lengkap sesuai dengan aturan 
penyediaan untuk 1 regu inti (15 orang) PermenLHK 
P.32 tahun 2016. 
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Perambahan/okupasi 
lahan hutan, 
pencurian kayu, 
perladangan 
berpindah, hama dan 
penyakit tanaman, 
dan gangguan 
terhadap flora-fauna 
dilindungi 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I menyediakan sarana 
prasarana pengamanan hutan/security secara 
memadai sesuai kebutuhan dan jumlah personil dan 
berfungsi dengan baik, diantaranya sepeda motor 1 
unit, seragam PDL 8 unit, tongkat T / baton 4 unit, mess 
security 1 unit, pos jaga 1 unit, dan lainnya. 

. 

3. Verifier 
3.2.3  

: Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung 
dengan pemanfaatan teknologi 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Dukungan SDM perlindungan dan pengamanan hutan PBPH PT SHJ 
Unit I  

No. Unit Kerja Perlindungan 
dan Pengamanan Hutan 

Jumlah Personil 
Personel 
Certified 

1. Brigade Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

  

 - Regu Inti Dalkarhutla 1 Regu (14 
orang/regu) 

14 orang 

- Regu Pendukung 
Dalkarhutla 

Tidak ada Tidak ada 

- Regu Perbantuan 
Dalkarhutla / Masyarakat 
Peduli Api (MPA) 

Tidak ada Tidak ada 

2. Security 4 orang 4 orang 

b) Keberadaan personel terlatih bidang dalkarhutla dinilai memadai. 
Seluruh personil dalkarhutla telah memiliki sertifikat kompetensi 
dalkarhutla Manggala Agni dari Pusdiklat SDM LHK. Sementara itu 
keberadaan personel terlatih bidang pengamanan hutan (satpam) 
dinilai memadai dengan memiliki sertifikat kompetensi kualifikasi Gada 
Pratama. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah mengadakan pelatihan 
internal dalkarhutla dan security masing-masing sebanyak 1 kali pada 
periode audit. Selama periode audit tidak ada kerjasama pengamanan 
hutan/patroli terpadu bersama instansi lainnya (BKO/Babinsa, TNI). 

c) Implementasi pemanfaatan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung 
kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui pelaporan 
dalkarhutla dan pemantauan hotspot via website SIPONGI serta 
penggunaan drone untuk monitoring tutupan lahan dan groundcheck 
lapangan.  

d) Ketersediaan SDM perlindungan dan pengamanan hutan belum 
proporsional, diantaranya : 
1. PT SHJ I belum membentuk regu pendukung dalkarhutla (sesuai 

kewajiban PermenLHK No. P.32 tahun 2016 Pasal 39) 
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2. Belum bekerjasama dengan masyarakat binaan untuk membentuk 
Masyarakat Peduli Api / MPA yang dibuktikan dengan 
kesepakatan/MoU (sesuai kewajiban PermenLHK No. P.32 tahun 
2016 Pasal 40) 

4. Verifier 
3.2.4  

: Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/ preventif/ 
represif) 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Selama periode audit, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara 
preemtif, preventif, maupun represif, diantaranya: 
1. Tindakan preemtif, berupa : Sosialisasi kepada masyarakat desa 

binaan yang terpadu dengan sosialisasi RKT tahun 2024 dan 2025 
ke Desa Suka Maju dan Desa Miau Baru. Materi sosialisasi terkait 
perlindungan dan pengamanan hutan dari gangguan-gangguan 
hutan seperti perambahan hutan, pencurian kayu/illegal logging, 
serta kebakaran hutan dan lahan; Sosialisasi kepada karyawan dan 
kontraktor terkait perlindungan dan pengamanan hutan; dan 
memasang plang-plang perlindungan hutan pada areal strategis. 

2. Tindakan preventif, berupa : Penjagaan di pos jaga masuk 
basecamp oleh security selama 24 jam; Pemantauan hotspot 
setiap hari dengan satelit SIPONGI, pemantauan peringkat bahaya 
kebakaran setiap hari, dan patroli menggunakan drone dalam 
kegiatan monitoring tutupan lahan dan patroli karhutla; dan patroli 
rutin oleh tim security bersama tim RPK. 

3. Tindakan represif, berupa : pelaporan kebakaran hutan dan lahan 
setiap bulan (periode September 2023 s.d Februari 2025) secara 
elektronik melalui website SIPONGI dan identifikasi aktifitas 
masyarakat di areal hutan/ monitoring konflik dan dilaporkan 
melalui penyampaian Laporan Periodik Pemetaan Resolusi Konflik 
setiap semester secara rutin. 

b) Kegiatan perlindungan hutan yang belum optimal diantaranya : 
1. Belum membentuk regu pendukung dalkarhutla dan belum 

terdapat kesepakatan/MoU pembentukan Masyarakat Peduli Api 
dengan masyarakat binaan 

2. Selama periode audit (18 bulan terakhir) tidak terdapat realisasi 
penyelesaian konflik lahan (0%) dan justru luasan areal konflik 
bertambah seluas 1.462 Ha, yakni tahun 2023 sebesar 3.950 Ha 
dan tahun 2025 (per April) menjadi 5.412 Ha.  

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (11 / 15) x 100% = 73,33%  = SEDANG 

 

 

Indikator 3.3 : 
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Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat 
pemanfaatan hutan 

1. Verifier 
3.3.1  

: Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak 
terhadap komponen fisik dan kimia 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan dokumen RKL tahun 1994 dan RPL tahun 1995, kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan berdasarkan dampak terhadap komponen 
fisik dan kimia yaitu peningkatan erosi tanah, perubahan kesuburan tanah, 
dan perubahan kualitas udara. PT SHJ I telah memiliki prosedur dalam 
memantau dan mengelola terhadap dampak yang mungkin timbul, 
termasuk dampak terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun, 
diantaranya ditunjukkan pada tabel berikut. 

No. 
Jenis 

Pengelolaan/ 
Pemantauan 

Prosedur Deskripsi 

A. Pengelolaan dan pemantauan dampak fisik-kimia 

1. Pengukuran 
curah hujan, 
suhu udara, 
dan 
kelembaban 
udara 

Work Instruction 
Pemantauan Iklim Mikro 
(No. Dok : WI/SHJ/HSE-
002, Tanggal Berlaku : 
30-10-2024, Revisi : 3).  

Lengkap 

 

2. Pemantauan 
kualitas air 
sungai 

SOP Pemantauan 
Hidrologi (No. Dok : 
SOP/SHJ/HSE-020, 
Tanggal Berlaku : 30 
Okt 2024, Revisi : 4). 

Lengkap 

3. Pemantauan 
kualitas tanah 

SOP Pemantauan 
Kesuburan dan 
Pencemaran Tanah 
Dalam Kegiatan HTI (No. 
Dok : SOP/SHJ/R&D-
003, Tanggal Berlaku : 
28-11-2024, Revisi : 4).  

SOP belum mengacu 
PP No. 22 Tahun 2021 
tentang 
Penyelenggaraan 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

4. Pemantauan 
kualitas udara 

SOP Pemantauan 
Kualitas Udara Ambien 
dan Emisi Genset (No. 
Dok : SOP/SHJ/HSE-21, 
Tanggal Berlaku : 30 
Oktober 2024, Revisi : 
3).  

Lengkap 

5. Pengukuran 
tinggi muka air 
sungai, debit 
sungai, dan 
sedimentasi 
sungai 

SOP Pemantauan 
Hidrologi (No. Dok : 
SOP/SHJ/HSE-020, 
Tanggal Berlaku : 30 
Okt 2024, Revisi : 4). 

Lengkap 
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6. Pengukuran 
Erosi Tanah 

Work Instruction 
Pengukuran Erosi & 
Sedimentasi No. Dok : 
WI/SHJ/HSE-12, 
Tanggal Berlaku : 17-01-
2025, Revisi : 3. 

SOP belum menjelaskan 
penentuan klasifikasi 
besaran erosi di tingkat 
ringan, sedang, atau 
berat. 

7. Penanaman, 
Pengayaan, 
Pemeliharaan 
tanaman 

SOP Pengayaan 
Rehabilitasi, dan 
Pemeliharaan (No. Dok : 
SOP/SHJ/FSD-003, 
Tanggal Berlaku : 18 
November 2024, Revisi : 
4). 

Lengkap 

B. Pengelolaan dan pemantauan limbah 

1. Pengelolaan 
limbah B3 

SOP Pengelolaan 
Sampah Organik, 
Anorganik, dan Limbah 
B3 (No. Dok. : 
SOP/SHJ/HGD-014, 
Tanggal Berlaku : 23-12-
2024, Revisi : 3).  

- Prosedur tidak 
mencantumkan masa 
simpan LB3 di TPS 
LB3 sesuai 
jenis/kategori LB3. 

- SOP belum mengacu 
PP No. 22 Tahun 2021 
tentang 
Penyelenggaraan 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup. 

2. Pengelolaan 
limbah 
domestik 

SOP Pengelolaan 
Sampah Organik, 
Anorganik, dan Limbah 
B3 (No. Dok. : 
SOP/SHJ/HGD-014, 
Tanggal Berlaku : 23-12-
2024, Revisi : 3).  

SOP belum mengacu 
PP No. 22 Tahun 2021 
tentang 
Penyelenggaraan 
Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. 

.  

2. Verifier 
3.3.2  
 

: Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan 
pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk 
pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) Keberadaan sarana prasarana untuk pengelolaan dan pemantauan 
dampak fisik-kimia dan limbah B3 ditunjukkan pada tabel berikut : 

No. Sarana Prasarana  Lokasi Kondisi  

A. Komponen Fisik   

1.  Pengukur curah 
hujan 
(ombrometer) 

Distrik Pesab 
(1˚13’16,704”N 
117˚4’16,344”E) 

Baik  
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2.  Pengukur suhu dan 
kelembaban udara 
(thermohigrometer) 

Tidak ada alat 
khusus 

Suhu dan 
kelembaban 
diperoleh dari 
informasi 
Handphone 
personil RPK 

- 

3.  Pengukur tinggi 
muka air sungai 
(TMAS) dan debit 
sungai 

Menggunakan 
stik ukur TMA 
portabel 

Alat dalam kondisi Baik, 
namun penggunaan 
menjadi tidak efektif 
karena tidak ditempatkan 
secara permanen di 
sungai. Hasil pengukuran 
menjadi tidak valid karena 
kedalaman sungai 
berbeda-beda. 

4.  Sedimentasi sungai Pengukuran 
sedimentasi 
sungai 
(parameter 
TSS) 
menggunakan 
uji lab pihak 
ketiga 

- 

5.  Laju erosi Kompartemen 
082 Blok II di 
areal klaim sawit 
masyarakat 
(1˚15’7,17”N 
117˚3’0,342”E) 

Penempatan lokasi 
pengukuran erosi tidak 
sesuai karena areal 
tersebut berupa lahan 
sawit masyarakat, bukan 
merupakan blok RKT 
efektif tahun berjalan  

Kompartemen 
053 Blok RKT 
2024 
(1˚13’22,122”N 
117˚4’1,332”E) 

Hanya 1 paralon yang 
digunakan sebagai stik 
ukur erosi sehingga hasil 
pengukuran berpotensi 
tidak valid (tidak ada 
ulangan) 

6.  TPS sampah 
organik dan 
anorganik 

Distrik Pesab Sudah dibedakan jenisnya 
(organik-anorganik) 

7.  TPS Limbah B3 Distrik Pesab 
(1˚13’9,744”N 
117˚4’15,066”E) 

Lantai gudang telah 
disemenisasi dan 
dilengkapi parit-parit; 
Simbol-simbol bahan kimia 
berbahaya telah dipasang; 
Gudang telah di 
kompartemenisasi sesuai 
jenisnya. 

Kekurangan : Tidak ada 
oiltrap; tidak disediakan oil 
spill kit (kain majun, 
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sekam, pasir); Tidak semua 
lantai dilapisi palet kayu. 

8.  Gudang genset Distrik Pesab 
(1˚13’10,914”N 
117˚4’16,272”E) 

Lantai gudang telah 
disemenisasi namun 
banyak ceceran BBM yang 
belum dibersihkan; 
Gudang dilengkapi oiltrap 
dan disediakan sekam 
untuk pembersihan rutin 

9.  Tempat pengisian 
BBM 

Distrik Pesab 
(1˚13’8,628”N 
117˚4’10,95”E) 

Tangki solar tidak beratap. 
Noozle pengisi tidak 
disediakan wadah 
penampung untuk 
menghindari tetesan solar. 

10.  TPA Sampah 
Organik dan 
Anorganik 

Distrik Pesab Hanya terdiri 1 lubang 
(belum dibedakan jenis 
organik/anorganik) dan 
belum diberi identitas 
(papan nama) 

11.  Persemaian Tidak Ada Bibit disuplai dari estate 
lain 

B. Komponen Kimia   

1.  Kualitas air melalui 
uji laboratorium 

Inlet dan Outlet 
Sungai Miau dan 
Sungai Pesab 

Uji lab pihak ketiga 

2.  Kualitas udara 
ambien melalui uji 
laboratorium 

Basecamp 
Pesab, Jalan 
Produksi, 
Pemukiman 
Penduduk 

Uji lab pihak ketiga 

3.  Kualitas tanah 
melalui uji 
laboratorium 

Tidak dilakukan  

b) Sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak didukung oleh 
personel PBPH, berupa 1 (satu) personil GANISPH BINHUT dan 5 
personil kelola lingkungan (Divisi HSE - Health, Safety, and 
Environment). Sebanyak 2 personil HSE telah mengikuti pelatihan 
terkait konservasi tanah dan air, yakni sebagai Penanggungjawab 
Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (1 orang) dan 
Penanggungjawab Operasional Pengolahan Air Limbah (1 orang). 

3. Verifier 
3.3.3 

: Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap 
komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai 
dengan dokumen lingkungan 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
dan pemantauan terhadap komponen dampak fisik-kimia di areal PBPH, 
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diketahui PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melaksanakan pengelolaan 
berupa : 
1. Pembuatan saluran drainase dan gorong-gorong maupun 

pemeliharaan jalan lainnya. 
2. Membentuk bagian perlindungan hutan dan lingkungan berupa 

personil HSE (Health, Safety, and Environment) dan sebagian telah 
mengikuti pelatihan terkait konservasi tanah dan air (Pengendalian 
Pencemaran Udara 1 orang, Pengolahan Air Limbah 1 orang) 

3. Pengelolaan limbah B3 melalui pembangunan TPS Limbah B3 dan 
mengurus izin pendirian TPS Limbah B3 melalui PTPS-KLHK online. 

Kegiatan pemantauan dampak terhadap fisik-kimia diantaranya : 
1. Monitoring kondisi iklim mikro (suhu, kelembaban) dan curah hujan 

secara lengkap 
2. Monitoring debit dan sedimentasi sungai bulan Juli – Desember 

dengan frekuensi 2 kali/bulan di outlet Sungai Pesab. Namun, hasil 
pemantauan debit sungai tidak dimasukkan ke laporan pelaksanaan 
RKL-RPL. 

3. Pemantauan kualitas air, termasuk parameter padatan tersuspensi 
(Total Suspended Solids/ TSS) setiap semester secara lengkap di 
Inlet dan Outlet Sungai Miau dan Sungai Pesab. 

4. Monitoring neraca LB3 setiap bulan, namun belum dilaporkan ke 
instansi terkait secara langsung dan/atau secara online melalui 
aplikasi SPEED-SIMPEL. 

5. Pemantauan kualitas udara setiap semester secara lengkap dengan 
lokasi pemantauan di Basecamp Pesab, Jalan Produksi, Pemukiman 
Penduduk 

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik-kimia yang 
belum dilakukan sesuai rencana diantaranya : 
1. Belum melaksanakan pemantauan kualitas tanah (parameter sifat fisik 

tanah dan kesuburan tanah) setiap semester 
2. Izin TPS Limbah B3 masih dalam tahap pengajuan 
3. MoU kerjasama pengangkutan LB3 belum ada 
4. Neraca limbah B3 belum dilaporkan ke instansi terkait atau melalui 

website SPEED-SIMPEL 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (8 / 12) x 100%  = 66,67% = SEDANG 

 

 

Indikator 3.4 : 

Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), 
jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 

1. Verifier 
3.4.1 

: Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 1 
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NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit I yakni : 
1. SOP Identifikasi Jenis Flora (No. Dok: SOP/SHJ/FSD-005 Tanggal 18 

November 2024, Revisi 5) 
2. SOP Identifikasi Jenis Fauna (No. Dok: SOP/SHJ/FSD-004 Tanggal 18 

November 2024, Revisi 5) 
3. SOP Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar (No. Dok: SOP/SHJ/FSD-

009 Tanggal 18 November 2024, Revisi 4) 
Prosedur pengamatan flora dilakukan dengan metode kuadrat dimana 
membagi kegiatan identifikasi sesuai strata tegakannya (semai, pancang, 
tiang, pohon). Kegiatan pengamatan fauna dilakukan secara langsung 
(direct observation) dengan plot contoh berupa jalur/transek dan melalui 
metode perjumpaan tidak langsung seperti identifikasi jejak, suara, 
kotoran, sarang, dan lain-lain. Seluruh teknis pemantauan satwa dilindungi 
(kecuali kategori ikan/nekton) menggunakan plot pengamatan jalur transek 
sepanjang 1 km. Hal ini tidak tepat karena setiap kategori satwa memiliki 
teknis pemantauan yang berbeda-beda sesuai dengan kelas satwa dan 
intensitas sampling yang dibutuhkan. 
Prosedur telah merujuk pada Appendices CITES, IUCN Redlist, dan 
PermenLHK P.106 tahun 2018. SOP identifikasi flora telah menjelaskan 
sampai dengan inventarisasi vegetasi (kerapatan, dominansi, frekuensi, 
INP, sampai indeks keanekaragaman jenis), namun pada SOP identifikasi 
fauna belum dijelaskan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominansi, 
hingga INP. Prosedur belum merujuk/mengacu pada PermenLHK No. 17 
Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa. 

2. Verifier 
3.4.2 

 Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 
I didokumentasikan dalam : 
1. Laporan Tahunan Monitoring Satwa dan Vegetasi PT Sumalindo Hutani 

Jaya I Tahun 2023 
2. Laporan Tahunan Monitoring Satwa dan Vegetasi PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I Tahun 2024 
Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dengan 
prosedur yang diatur diantaranya : 
a. Metode pemantauan flora dilindungi sudah sesuai prosedur yakni 

dengan plot kuadrat pada setiap strata tegakan (semai, pancang, 
tiang, pohon), sedangkan pemantauan fauna dilindungi menggunakan 
jalur transek dan hasil wawancara dari masyarakat/pekerja.  
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b. Identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2023 dilakukan di 
Sempadan Sungai Pesab, KPSL, dan KPPN, sedangkan identifikasi 
tahun 2024 hanya dilakukan di Sempadan Sungai Pesab. 

c. Identifikasi fauna tahun 2023 telah dilakukan di kawasan produksi, 
namun tahun 2024 belum dilakukan. Tidak dijelaskan lokasi secara 
rinci kawasan produksi yang dilakukan pengamatan. 

Implementasi kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi di dalam 
areal PBPH belum dilakukan seluruhnya sesuai dengan prosedur, yakni : 
pemantauan flora dan fauna dilindungi tahun 2024 hanya dilakukan di 
Sempadan Sungai Pesab, belum dilakukan pada KPPN, KPSL, dan areal 
produksi.  

3. Verifier 
3.4.3 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi 
dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH : 
1. Laporan Tahunan Monitoring Satwa dan Vegetasi PT Sumalindo Hutani 

Jaya I Tahun 2023 
2. Laporan Tahunan Monitoring Satwa dan Vegetasi PT Sumalindo Hutani 

Jaya I Tahun 2024 
Kelengkapan data yang disajikan sebagai berikut : 
a. Tersedia data inventarisasi flora dan fauna dilindungi tahun 2023 

maupun 2024 berupa hasil perhitungan Kerapatan, Frekuensi, 
Dominansi, INP, hingga Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) 

b. Data flora dan fauna dilindungi telah diklasifikasikan kategori status 
perlindungannya sesuai PermenLHK P.106 tahun 2018, Appendices 
CITES, dan IUCN Red List. 

Data identifikasi flora dan fauna dilindungi yang belum lengkap : 
1. Peta sebaran flora dan fauna dilindungi belum dilampirkan 
2. Data flora dan fauna dilindungi di KPPN, KPSL, dan areal produksi 

tahun 2024 belum tersedia 
3. Data rekaman yang memadai (foto berkoordinat, dokumentasi kegiatan 

identifikasi, video camera trap, dan lainnya) tidak tersedia 
4. Identifikasi fauna belum dilengkapi keterangan metode perjumpaan 

fauna tersebut (dari jejak, suara, feses, dan lainnya). 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (10 / 15) x 100% = 66,67% = SEDANG  

Indikator 3.5 : 

Pengelolaan flora dan fauna untuk : 
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak 

rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka 

dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi 
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1. Verifier 
3.5.1 

: Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan 
fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan 
endemik 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x1=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menyediakan prosedur dalam 
kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi, yakni : 
1. SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (No. Dok. 

SOP/SHJ/FSD-001 Tanggal berlaku 18 November 2024 Revisi 5). 
Prosedur belum mengadopsi ketentuan  : 
- Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/ HPL.1/10/2022 tanggal 14 

Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi 
di Dalam Areal Kerja PBPH 

- Intruksi MenLHK No. Ins.1/MenLHK/ Setjen/Kum.1/6/2022 
tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan 
Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

- SOP KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/ KSA.2/12/2022 tentang 
Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan 

- PermenLHK No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis 
Satwa 

2. SOP Pencegahan dan Penanggulangan Interaksi Negatif antara 
Manusia-Orangutan dan Satwa Liar Lainnya (No. Dok : 
SOP/SHJ/FSD-007 Tanggal berlaku 18 November 2024 Rev. 3). 
Prosedur telah mengacu aturan terkait. 

Berkaitan dengan terbitnya SE Dirjen PHL No. 
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan SOP 
Dirjen KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 
Desember 2022, PBPH berkewajiban melakukan inventarisasi terhadap 
kondisi areal ruang gerak (jelajah) untuk gajah, harimau, orangutan, dan 
satwa liar dilindungi lainnya, pembentukan tim monitoring konflik satwa 
dan sarana prasarana pendukungnya, peningkatan kapasitas SDM 
terkait perlindungan satwa liar, dan lainnya. Oleh sebab itu, prosedur 
pengelolaan fauna perlu mencakup kegiatan ini. 

2. Verifier 
3.5.2 

: Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau 
langka, jarang, terancam punah dan endemik 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x2=4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melaksanakan beberapa 
kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi, diantaranya : 
1. Identifikasi flora dan fauna dilindungi (pelaksanaan identifikasi belum 

rutin) 
2. Perlindungan habitat alami flora dan fauna dilindungi melalui 

pengalokasian kawasan lindung, penataan batas kawasan lindung 
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sepanjang 28,10 Km (44,023%), dan pemasangan papan informasi 
kawasan lindung 

3. Pengayaan seluas 0,5 Ha dengan jenis Balangeran dan Durian 
4. Patroli pengamanan kawasan lindung oleh tim security dengan 

dalkarhutla 2 kali dalam seminggu 
5. Sosialisasi kawasan lindung kepada karyawan dan masyarakat 
6. Monitoring HCV (High Conservation Value / ABKT) dan HCS (High 

Carbon Stock) 
Pada areal PBPH PT SHJ I teridentifikasi jenis satwa kunci berupa 
Orangutan, PT SHJ Unit I belum melakukan pengelolaan khusus untuk 
jenis ini seperti inventarisasi Orangutan dan areal jelajah/ habitatnya, 
pembentukan tim monitoring satwa liar / satgas Orangutan, penyediaan 
sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas SDM terkait perlindungan 
Orangutan sebagaimana ketentuan SE Dirjen PHL No. 
SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan SOP 
Dirjen KSDAE No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 
Desember 2022. 

3. Verifier 
3.5.3 

: Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, 
terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK/ Nilai Aktual : 1x2=2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya I telah mengalokasikan sebagian 
arealnya untuk perlindungan habitat flora dan fauna yang dilindungi, 
yakni KPPN untuk perlindungan plasma nutfah, KPSL untuk 
pelestarian satwa dilindungi, dan sempadan sungai sebagai habitat 
flora dan fauna dilindungi untuk mencari minum dan makan serta 
tempat berkubang satwa. 

b. Pada areal kawasan lindung PT SHJ Unit I, terdapat gangguan 
terhadap kawasan lindung sebagai berikut : 
1. Terdapat konflik di kawasan lindung yang teridentifikasi sebesar 

464,55 Ha berupa perambahan di KPPN seluas 92,02 Ha dan 
Sempadan Sungai 372,53 Ha. 

2. Hasil pemeriksaan di kawasan lindung menunjukkan sebagian 
besar areal sudah dirambah masyarakat untuk dijadikan 
perkebunan sawit, pemukiman, dan ladang lainnya. Adapun hasil 
overlay penafsiran peta citra satelit tahun 2024 menunjukkan 
bahwa 87% areal kawasan lindung sudah terbuka (tidak 
berhutan) sehingga tidak sesuai dengan fungsinya dan tidak 
dapat menopang kehidupan flora dan fauna dilindungi  

3. Wawancara antara Auditor Sosial dengan Kades Miau Baru 
(Bapak Lius) dan Kades Sukamaju (M. Usman) diketahui tidak 
ada lagi perburuan satwa, namun terdapat kegiatan memancing 
ikan biasa. Adapun perburuan tidak dilakukan karena tidak ada 
lagi hewan buruan di areal konsesi. 
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Berdasarkan keterangan diatas, terdapat alokasi areal di dalam PBPH 
antara lain habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna namun tidak 
terjaga/terpelihara dari gangguan. 

Nilai Kinerja 
Indikator : (8 / 15) x 100% = 53,33% = BURUK  

 

 

4. ASPEK SOSIAL 

Indikator 4.1 : 

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah 
masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di 

dalam areal PBPH Hutan Produksi. 

1. Verifier 4.1.1 
 

: Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi 
areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.  

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: Baik / Nilai Aktual : 3 x 1 =3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki prosedur identifikasi 
keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan 
batas secara partisipatif meliputi : 

 SOP Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat (SOP/SHJ/SSD-
012)  

 SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  (SOP/SHJ/SSDP-06) 
Rev.3  

 SOP Pemetaaan Partisipatif  (SOP/SHJ/SSD-09) Rev.3 
 Dan lainnya 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki SOP/prosedur yang telah 
mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat 
setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas 
masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan 
budaya tetap diperbolehkan dan acuan dari SOP ini seluruhnya telah 
mengacu pada peraturan terbaru seperti pemetaan partisipatif yang 
mengacu pada P.7/2021, P.8/2021 dan lainnya. 

2. Verifier 4.1.2 
 

: Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan 
hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki rekaman yang berisi 
data dan informasi hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi 
keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat,tertuang dalam : 

 Dokumen RKUPH 2020-2029 
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 Dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 
 Dokumen Rencana Fisik dan Biaya Tahun 2023 -2025. Pada 

dokumen ini dijelaskan jenis kegiatan, jumlah fisik dan 
anggaran/biaya yang direncanakan. 

 Perusahaan telah melakukan pengambilan data untuk 
pembuatan Laporan Studi Dampak Sosial PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I, Tahun 2024 yang telah dilakukan dengan Ecositrop 
pada tanggal 29 November 2024. Pada draft laporan 
ditampilkan kondisi umum pemukiman, tempat peribadatan, 
pendidikan dan lainnya. 

 Peta Batas Administrasi Desa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
skala 1 : 50.000 

 Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) tahun 2024 

 Tersedia dokumen Monitoring Konflik Tahun Maret 2025 seluas 
5.412 Ha, namun belum diidentifikasi seluruh kepemilikannya 

 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki sebagian dokumen yang 
berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan 
dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat seperti peta sebaran desa binaan, dokumen SDS, 
dokumen mitigasi dan rencana Kelola sosial namun pendataan 
belum lengkap terkait klaim. 

3. Verifier 4.1.3 
 

 Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif 
di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat sesuai prosedur 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah membuat peta 
deliniasi areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat 
dan/atau masyarakat setempat, namun baru sebagian 

b) Sampai dengan saat audit bulan April 2025, penandaan batas 
secara partisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat 
sesuai butir a), baru mencapai < 80%  

c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisipatif, 
terdokumentasi berupa : 
 Peta Sebaran Desa sekitar PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 

skala 1 : 50.000, areal PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
hampir seluruhnya masuk wilayah desa Miau Baru Kec. Kong 
Beng. 

 Tata Batas PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah temu 
gelang 

 Terdapat klaim lahan/perladangan oleh masayarakat, 
koperasi, maupun kelompok tani seluas 5.412 Ha berupa 
Kebun Sawit 

 Belum dilakukan penandaan partisipatif  
d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan PT Sumalindo Hutani 

Jaya Unit I telah melakukan deliniasi terhadap wilayah masing-
masing desa di dalam arealnya dalam Peta Sebaran Desa, akan 
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tetapi batas masih terdapat klaim lahan berupa sawit, karet dan 
lainnya. 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan deliniasi terhadap 
wilayah masing-masing desa di dalam arealnya pada Peta Sebaran 
Desa, akan tetapi batas dilapangan baru mencapai < 80% yang telah 
dilakukan penataan batasnya secara partisipatif, PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I telah melakukan penandaan sesuai dengan 
prosedur 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (8 / 12 ) x 100 %  =  66,67 %  = SEDANG 

 

Indikator 4.2 : 

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis 
dan terukur 

1. Verifier 4.2.1 : Tersedia laporan pemetaan potensi konflik 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah membuat dan 
melaporkan kepada  Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHL 
setempat tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, 
secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali 

b) Selama periode audit Tahun 2023-2024, terdapat Laporan Hasil 
Pemetaan Konflik berupa : 

 Peta Identifikasi Areal Bermasalah  PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I skala 1 : 55.000. Pada dokumen ini dijelaskan 
areal konflik dengan luasan masing-masing dengan total 
5.412 Ha 

 Data Rekap Monitoring Klaim Tahun 2021 PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I terdapat data klaim lahan dan overlap, 
terdapat 10 kasus kliam lahan seluas 4.396 Ha 

 Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I semester 1 Tahun 2023 dengan status Waspada 
55% tanggal 8 September 2023 yang dilaporkan ke Dinas 
Kehutanan Provinsi dan BPHL Provinsi. 

 Laporan Pemetaan Potensi Konflik PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I semester 2 Tahun 2023 dengan status Waspada 
55% tanggal 12 Februari 2024 yang dilaporkan ke Dinas 
Kehutanan Provinsi dan BPHL Provinsi. 

c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai 
dimaksud point b), diketahui laporan dibuat : 
- Telah sesuai pada PermenLHK Nomor P.8 Tahun 2021 

Lampiran V 
- mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi, seperti 

ditemukan gesekan kayu di rencana blok Tahun 2034 dan 
terdapat kebun sawit di dalam areal yang masih dilakukan 
identifikasi 
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PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki laporan yang disusun 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan dilaporkan 
secara periodik 6 bulan sekali pada instansi berwenang  

2. Verifier 4.2.2 : Tersedia mekanisme resolusi konflik 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memilki dokumen 
prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka 
penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH 
tertuang dalam : 

 SOP Penyelesaian Konflik Lahan (nomor dokumen 
SOP/SHJ/SSD-007 Rev.3 tanggal terbit 23 Desember 2024.  

 SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja PBPH 
SOP/SHJ I/SSD-008 Rev.3 tanggal terbit 23 Desember 
2024.  

 SOP Penanganan Keluhan/Ketidakpuasan (Grievence) 
nomor SOP/SHJ/SSD-01 

b) Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen prosedur resolusi 
konflik sesuai dimaksud butir a) : 
- Mencakup seluruh potensi konflik yang teridentifikasi,  
- telah disosialisasikan kepada pihak terkait; 
- Telah disepakati oleh para pihak terkait 

Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki mekanisme resolusi konflik 
dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi 
konflik yang ada, telah disosialisasikan ke seluruh pihak.. 

3. Verifier 4.2.3 : Tersedia   kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan 
pendanaan 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK/ Nilai Aktual : 3 X 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki struktur 
organisasi/lembaga yang bertugas khusus menangani konflik 
dan telah menyiapkan dana untuk penanganan konflik yang 
dibuat setiap tahun.Struktur Penunjukan Lembaga 
Penyelesaian Konflik Lahan tanggal 24 Juni 2023 guna 
mencapai target dalam proses penyelesaian konflik, maka 
management 
menunjuk dan mengangkat para petugas dan pelaku yang 
berperan untuk menyelesaikan konflik yang terdiri dari lembaga 
Eksternal (stakeholder desa, kecamatan, dan Pemda) dan 
Lembaga Internal (karyawan perusahaan). 

b) Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk Resolusi 
Konflik Lahan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dibuat setiap 
tahunnya 

Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : 
 Telah melibatkan para pihak terkait; dan 
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 Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak telah terdeskripsi 
secara jelas/terukur. 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki struktur organisasi/lembaga 
penanganan konflik yang melibatkan para pihak, PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I telah  menyiapkan anggaran untuk penanganan 
konflik, sesuai dengan kebutuhan yang pengalokasiannya menurut 
tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan 
perundangan. 

4. Verifier 4.2.4 : Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan 
konflik 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menetapkan rencana 
resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen pemetaan 
konflik yang disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik dan 
tersedia SDM yang bertanggung jawab,. 

b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat 
:  
- sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai 

pada tahun sebelumnya; 
- tata waktu; 
- alokasi sumber daya (SDM dan biaya); 
- mekanisme kerja; 
- monitoring; dan   
- evaluasinya 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menyusun rencana resolusi 
konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang dibuat setiap tahun 
yang memuat sasaran, tata waktu dan alokasi SDM & biaya. 

5. Verifier 4.2.5 : Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BURUK / Nilai Aktual : 1x 2 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

 a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama 
periode audit bulan 2023- 2024 masih meliputi kegitann 
identifikasi kepemilikan klaim. Saat ini proses tahapan identifikasi 
sudah mencapai 30,00% 

b) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) : 
- terdokumentasi berupa laporan seperti tersebut pada point a) 

diatas  
- telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHL 

Samarinda 
- Realisasi proses penyelesaian < 50% 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen kronologis 
penyelesaian konflik yang ada di areal, dan PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit I telah membuat laporan realisasi pelaksanaan penanganan 
konflik, dan telah menyampaikannya  kepada instansi yang 
berwenang dengan Realisasi penyelesaian 30,00% 
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Nilai Kinerja 
Indikator 

: (17 / 21) x 100 % = 80,09 % (BAIK) 

 

 

Indikator 4.3 : 

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para 
pihak 

1. Verifier 4.3.1 
 

: Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau 
masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh 
oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH. 

Bobot : 1 
NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I melakukan kegiatan 
pendataan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas  
pengelolaan SDH oleh PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
tertuang : 
 Peta Sebaran Desa skala 1: 50.000 
 Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu tahun 2024, pada 

dokumen ini HHBK yang dilakukan memancing  
 Rangkuman SDS tahun 2024 
 Daftar karyawan lokal (69,69%) 
 Dan lainnya 

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana 
dimaksud butir a) : 
- Data dan informasi mencakup seluruh desa yang berada di 

sekitar areal  PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
- Telah dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali. 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen atau data    dan 
informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat 
yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan 
SDH oleh pemegang PBPH belum seluruhnya lengkap  

2. Verifier 4.3.2 
 

: Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a. PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menetapkan 
kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 
sesuai dokumen : 
1. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 

(SOP/SHJ/SSD-003) Rev.3  
2. SOP Kelola Sosial /CSR (SOP/SHJ/SSD-014) Rev.3  
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3. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  (SOP/SHJ/SSDP-06) 
Rev.3 

4. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (SOP/SHJ/SSD-
004) Rev.3 

5. SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja (SOP/SHJ /HGD 
–002) Rev.3 

6. Dan lainnya 
b. Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud 

butir a), dinilai belum seluruhnya disosialisasikan kepada 
Masyarakat adat setempat, pada tahun pada tahun 2024 belum 
dilakukan, untuk tahun 2025 telah disosialisasikan 

c. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat 
yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, 
masing-masing dengan : 
Kepala Desa Miau Baru (Ibu Lius), Kepala Desa Suka Maju (Bpk 
M Usman) diperoleh informasi bahwa prosedur belum 
dikonsultasikan secara rutin setiap tahunnnya.  

3. Verifier 4.3.3 
 

: Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat 
upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum 
adat dan/atau masyarakat setempat 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 

: a) PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah menetapkan 
kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat 
setempat, sesuai dokumen : 
 Dokumen RKUPHHK 2020-2029 
 Dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 
 Dokumen Rencana Fisik dan Biaya Tahun 2023 -2025. Pada 

dokumen ini dijelaskan jenis kegiatan, jumlah fisik dan 
anggaran/biaya yang direncanakan. 

 Tersedia dokumen Monitoring Konflik Tahun 2025 seluas 
5.412 Ha, namun belum diidentifikasi seluruh kepemilikannya 

 Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) tahun 2024. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa 
masyarakaat saat ini memanfaatkan berupa ikan dimana 
pada tahun 2024 hanya terdapat 2 orang yang mengambil 
ikan di dalam areal yang berasal dari Desa Miau Baru 

 Tidak tersedia perjanjian kerjasama dengan masyarakat 
Dokumen yang direncanakan belum mengacu ada dokumen RKUPH 
dan RKTPH. 
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud 

butir a), dinilai belum seluruhnya mencakup seluruh masyarakat 
setempat. 

c) Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan masyarakat 
yang terkena program peningkatan aktifitas ekonomi produktif, 
masing-masing dengan  
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Kepala Desa Miau Baru (Ibu Lius), Kepala Desa Suka Maju (Bpk 
M Usman) diperoleh informasi bahwa program telah dibicarakan 
namun belum ada realisasi 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen rencana 
pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi 
produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, 
namun belum seluruhnya mengakomodir aspirasi masyarakat. 

4. Verifier 4.3.4 
 

: Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui 
pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I  telah melakukan implementasi 
kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang 
dalam: 

 Peningkatan Ekonomi Tahun 2023 dan Tahun 2024 sebesar 
0 % 

 Tenaga Kerja Lokal PT Sumalindo Hutani Jaya I sebesar 
69,69%  

 Kontraktor lokal (Terdapat 2 kontraktor non lokal) sebesar 0 
% 

 Tenaga Kerja Lokal Kontraktor 6 orang dari 7 orang sebesar 
85,71 % 

 Kemitraan dengan Masyarakat, belum ada atau sebesar 0 %  

Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat 
oleh PT Sumalindo Hutani Jaya Unit Isebesar : 

                                  (0+69,69+0+85,71+ 0 ) % : 5 = 31,08  % (< 50 
%) 

Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif 
masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui 
pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan 
lainnya, mencapai 31,08 % (< 50%) dari rencana, tersedia 
rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan. 
 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (10 / 15 ) X 100 %  =  66,67%   = SEDANG 

 

 

Indikator 4.4 : 

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku 

 

1. Verifier 4.4.1 
 

: Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab 
sosial dan lingkungan Pemegang PBPH  
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Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 =4 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I melakukan identifikasi masyarakat 
sekitar dan program tanggung jawab sosial & lingkungan pada: 
 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 

Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 19 Februari 2024, 
yang dihadiri 25 orang 

 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 19 Februari 2024, 
yang dihadiri 29 orang 

 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 24 Februari 2025, 
yang dihadiri 27 orang 

 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 25 Februari 2025, 
yang dihadiri 20 orang 

Program tanggung jawab sosial & lingkungan yang telah dilakukan 
prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak 
terkait lainnya, melalui forum komunikasi/ konsultasi/ koordinasi, 
kepada masyarakat desa binaan namun belum ditentukan program 
prioritas.  
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki sebagian dokumen/ 
laporan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat sekitar dan program 
tanggung jawab sosial & lingkungan yang prosesnya melibatkan 
masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, namun 
belum disepakati program prioritas. 

2. Verifier 4.4.2 
 

: Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan 
lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 1 = 2 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen rencana kerja 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program 
prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH 
dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi tertuang dalam 
dokumen : 
 Dokumen RKUPHHK-HTI periode 2020-2029  
 Dokumen RKTPH Tahun 2023-2025 
 Dokumen Rencana Fisik dan Biaya Tahun 2023 -2025. Pada 

dokumen ini dijelaskan jenis kegiatan, jumlah fisik dan 
anggaran/biaya yang direncanakan. 

 Tersedia dokumen Monitoring Konflik Tahun 2025 seluas 5.412 
Ha, namun belum diidentifikasi seluruh kepemilikannya 
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 Laporan Pengelolaan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) tahun 2024. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa 
masyarakaat saat ini memanfaatkan berupa ikan dimana pada 
tahun 2024 hanya terdapat 2 orang yang mengambil ikan di 
dalam areal yang berasal dari Desa Miau Baru 

 Tidak tersedia perjanjian kerjasama dengan masyarakat 

Perusahaan telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan 
tanggung jawab sosial yang terdapat dalam Rencana Fisik dan Biaya 
namun belum sesuai dengan rencana yang ada dalam dokumen 
RKTPH.  

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Miau Baru  (Pak Lius) dan 
Kepala Desa Suka Maju (Pak M.Usman) diperoleh informasi bahwa 
sudah terdapat informasi terkait program CSR namun belum lengkap 
dan belum ditentukan program prioritasnya 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen rencana kerja 
tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup program 
prioritas sasaran yang jelas, sarana prasarana PBPH dan anggaran 
serta didasarkan hasil identifikasi namun belum seluruhnya 
ditentukan program prioritas  

3. Verifier 4.4.3 
 

: Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3  x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki mekanisme terkait 
implementasi tanggung jawab perusahaan kepada sosial dan 
lingkungan 
a. SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) 

(SOP/SHJ/SSD-003) Rev.3  
b. SOP Kelola Sosial /CSR (SOP/SHJ/SSD-014) Rev.3  
c. SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)  (SOP/SHJ/SSDP-06) 

Rev.3 
d. SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (SOP/SHJ/SSD-

004) Rev.3 
e. SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja (SOP/SHJ /HGD –

002) Rev.3 
f. Dan lainnya 
Seluruh SOP telah memiliki sistematika yang cukup lengkap 
mencakup pengertian, tujuan,ruang lingkup, referensi penanggung 
jawab, masukan yang dibutuhkan, keluaran yang dihasilkan, waktu 
pelaksanaan, tahapan kerja, pelaporan. 

4. Verifier 4.4.4 
 

: 
 

Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan 
lingkungan oleh pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG  / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 
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Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada masyarakat sekitar dengan bukti : 
 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 

Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 19 Februari 2024, 
yang dihadiri 25 orang 

 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 19 Februari 2024, 
yang dihadiri 29 orang 

 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 29 Juni 2024, yang 
dihadiri 116 orang 

 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Sukamaju tanggal 24 Februari 2025, 
yang dihadiri 27 orang 

 Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Tentang 
Pelaksanaan FPIC/PADIATAPA PBPH PT Sumalindo Hutani 
Jaya I di Desa/Kampung Miau Baru tanggal 25 Februari 2025, 
yang dihadiri 20 orang 

Pada Sosialisasi ini belum ditentukan program prioritas untuk 
tanggung jawab sosial dan lingkungan 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Miau Baru  (Pak 
Lius) dan Kepala Desa Suka Maju (Pak M.Usman) sosialisasi rutin 
dilakukan setiap tahun oleh Perusahaan namun tidak ada penentuan 
program prioritas 

5 Verifier 4.4.5 
 

: Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh 
pemegang PBPH 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki rencana dan realisasi 
kegiatan Kelola Sosial Tahun 2023-2024 dimana pada tahun 2023 
mencapai 73,18% dan pada tahun 2024 mencapai 182% sehingga 
rata-rata realisasi 127,59%, seperti kegiatan bantuan BBM, Bantuan 
Hewan Qurban, bantuan masjid dan lainnya. 
PT Sumalind Hutani Jaya Unit I telah merealisasi pelaksanaan 
tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di 
lapangan mencapai  127,59% dari rencana, serta didukung dengan 
dokumentasi yang lengkap, dan laporan telah disampaikan ke 
instansi yang berwenang secara periodik. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (19/ 24 ) x 100 %  = 79,17  %  = SEDANG 

 
 

Indikator 4.5 : 
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Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja 

1. Verifier 4.5.1 
 

: Ketersediaan sarana hubungan industrial 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah memiliki sarana hubungan 
industrial terhadap karyawannya tertuang dalam : 
 Peraturan Perusahaan 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki Perjanjian Kerja 
Bersama Periode 2024- 2026 yang telah disahkan oleh Kepala 
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai 
Kartanegara SK-2269/DISTRANSNAKER/500.15.12.1/11/2024 
tanggal 14 November 2024. Pada dokumen ini terdiri BAB I-XIV 
dengan pasal 1-83 yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua 
belah pihak seperti waktu kerja, cuti, pengupahan, jaminan 
sosial, kesejahteraan dan pelatihan, keselamatan dan Kesehatan 
kerja dan lainnya. 

 Serikat Pekerja 
Perusahaan memiliki serikat pekerja yaitu PUK SP KAHUTINDO 
PT Sumalindo Hutani Jaya yang telah dicacatkan kepada Dinas 
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara 
nomor 500/5/SP/5/2024 tanggal 15 Mei 2024,  

 Lembaga Kerjasama Bipartit 
PT Sumalindo Hutani Jaya memiliki LKS Bipartit sesuai dengan 
bukti pencatatan dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 
Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 567/259/1.5.3/10/2016 
tanggal 25 Oktober 2016 dan dilakukan perubahan struktur 
tanggal 15 Mei 2024 dengan masa bakti 6 Maret 2024 -6 Maret 
2027, dengan sususnan kepengurusan 

 Keanggotaan Organisasi Pengusaha 
PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki dokumen keanggotaan 
organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat 
keanggotaan dengan nomer member 278 

 Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan 
PT Narkata Rimba telah memiliki peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan yang tertuang dalam Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tetang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang 

 Perusahaan memiliki mekanisme penyelesaian perselisihan 
yang tertuang dalam PKB periode 2024-2027, bab XII , Pasal 79, 
Pasal 80 

Selain itu Perusahaan memiliki SOP Penanganan 
Keluhan/Ketidakpuasan (Grievence) nomor SOP/SHJ/SSD-011 rev 3 
tanggal 23 Desember 2024.. 
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PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen sarana hubungan 
industrial yang legal dan lengkap, serta telah memiliki mekanisme 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati. 

2. Verifier 4.5.2 : Implementasi kebijakan standar jenjang karier. 

Bobot : 1 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK  / Nilai Aktual : 3 x 1 = 3 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki mekanisme terkait 
standar jenjang karir yang dituangkan dalam: 

- Peraturan Perusahaan (PP) PT Bab XII Pasal 74 dan 75 
- SOP Pengembangan Karir (028-PHK-HRD-SOP) tanggal 1 

Desember 2016.  
- SOP Kepangkatan dan Jabatan dalam Perusahaan Rev. 3 

(SOP/SHJ/HGD-18)  
- SOP Pengembangan Karir (SOP/SHJ/HGD-37) Rev. 1 tanggal 

terbit 30 Oktober 2024 
Pada tahun 2023 dan tahun 2024 terdapat rencana empat karyawan 
untuk jenjang kariri peningkatan level dan gaji dan seluruhnya telah 
teralisasi sesuai dengan mekanisme yang ada. 
Dokumentasi dari proses jenjang karir ini berupa pengajuan, 
penilaian hingga terbit SK pengangkatan 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki kebijakan standar jenjang 
karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap 
kerja) telah direalisasikan seluruhnya. 

3. Verifier 4.5.3 : Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: BAIK / Nilai Aktual : 3 x 2 = 6 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I  memiliki rencan dan realisasi 
training tahun 2023-2024 dengan rata-rata persentase sebesar  

83% (Tahun 2023) +141% (Tahun 2024) :2 =   112%  
Pelatihan yang direncanakan dan direalisasikan untuk teknis 
dibidang kehutanan dan non kehutanan seperti soft skill, dasar-
dasar AMDAL, Petugas Kebakaran kelas D dan lainnya 
 
 
 
 

4. Verifier 4.5.4 : Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan 

Bobot : 2 

NILAI 
KINERJA 

: SEDANG / Nilai Aktual : 2 x 2 = 4 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Tunjangan kesejahteraan karyawan PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan periode 2022-2024 
menjelaskan terkait kebijakan tujangan yang tertuang seperti: 
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 Bab VI Pengupahan, Tunjangan dan Premi 
- Pasal 31 (Sistem dan Komponen Upah), Pasal 32 (Tidak 

Dapat Bekerja Dengan Mendapat Upah), Pasal 33 (THR), 
Pasal 34 (Premi dan Bonus), Pasal 35 (Penyesuaian Upah) 

 Bab VII Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja 
- Pasal 36  (Jaminan Sosial Pekerja), Pasal 37 (Pemeliharaan 

Kesehatan), Pasal 38 
(Perawatan dan pengobatan di rumah sakit), Pasal 39 
(Bantuan Perusahaan untuk Duka dan Suka Cita), Pasal 41 
(Koperasi Karyawan), Pasal 42 (Sarana Ibadah, Pendidikan, 
Olah Raga dan Kesenian), Pasal 43 (Sarana Transportasi), 
Pasal 44 (Perumahan / Mess) 

Implementasi dari tunjangan kesejahteraan sebagai berikut: 
- Pada tahun 2023-2025 berdasarkan hasil penilaian sebelumnya 

tidak ada karyawan yang memperoleh upah dibawah upah 
minimum Provinsi. Pada tahun 2025 sesuai dengan SK Gub 
Kalimantan Timur No. 100.3.3.2/K.558/2024 tentang Penetapan 
Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebesar 
Rp 3.743.820, contoh upah a.n TMA sebesar Rp 6.348.496 

- SPK PKWTT no 004/PKWTT/SHJ/IX/2024 tanggal 11 September 
2024  a.n AS sebagai RPK. Pada dokumen ini dijelaskan hak dan 
kewajiban masing-masing pihak seperti tertera pada lampiran 
pembayaran upah, premi, THR, cuti dan lainnya 

- Tersedia Bukti Cuti karyawan a.n DMS selama 10 hari tanggal  
25 Maret 2025 – 9 April 2025 

- BPJS Kesehatan telah dibayarkan terakhir pada tanggal 7 Maret 
2025 sebesar Rp 38.861.588 

- BPJS Ketenagakerjaan telah terakhir pada 2 Februari 2025 
sebesar Rp 68.256.572 

- Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda a.n 
AS berumur 22 tahun 

- Kondisi Fasilitas kesejahteraan karyawan di Camp Pesab (Main 
Camp), tersedia Tenaga Kesehatan di klinik Perusahaan, sarana 
olahraga, kantin, namun untuk fasilitas masjid perlu diperbaiki. 

Wawancara dengan wakil karyawan (an. AG,AS), diperoleh informasi  
bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki  kebijakan 
pengupahan, tunjangan kepersertaan jaminan sosial 
ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan serta telah merealisasikan 
seluruh tunjangan kesejahteraan kepada karyawannya sesuai 
dengan peraturan yang berlaku, namun untuk fasilitas ibadah perlu 
diperbaiki 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki kebijakan pengupahan, 
tunjangan kepersertaan jaminan sosial ketengakerjaan dan fasilitas 
karyawan serta telah merealisasikan seluruh tunjangan 
kesejahteraan kepada karyawannya sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. 

Nilai Kinerja 
Indikator 

: (16 / 18 ) x 100 %  = 88,88 % = BAIK 
 

 
 
2.2. PEMENUHAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU 
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Prinsip 1. 

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan 

1. Verifier 
1.1.1.a. 

: Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang dimiliki oleh PBPH PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 terhadap keberadaan dokumen legal 
terkait pemberian PBPH atau Hak Pengelolaam selama periode audit 
Sertifikasi Awal 12 bulan terakhir (periode Oktober 2022 s/d September 
2023) dapat diuraikan antara lain sebagai berikut: 
1) Terdapat SK IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 

berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 407/Kpts-II/1996 
tanggal 5 Agustus 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri atas Areal Hutan seluas ± 10.000 (Sepuluh Ribu) 
Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT 
Sumalindo Hutani Jaya. Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta, 
Tertanda Menteri kehutanan; Djamaludin Suryohadikusumo. 
Salina sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh Kepala Biro Hukum 
dan Organisasi; YB. Widodo Sutoto, SH. MM. NIP. 080023934.  
Terdapat tanda tangan dan cap stemple basah Kementrian 
Kehutanan Republik Indonesia. 
Dalam Amar Pertama point ke-2 Surat Keputusan ini disebutkan 
bahwa Luas dan Letak Definitif areal kerja Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri (HPHTI) ditetapkan oleh Departemen Kehutanan 
setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan. 
Amar Pertama point ke-7 Surat Keputusan ini menyebutkan 
Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) 
beserta lampiran lampirannya berlaku terhitung sejak ditetapkan 
tanggal 25 September 1991 untuk jangka waktu 47 (empat puluh 
tujuh) tahun, yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur 
tanaman poko yang diusahakan 12 (dua belas) tahun, kecuali apabila 
sebelumnya diserahkan Kembali oleh Pemegang Hak Pengusahaan 
Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang bersangkutan atau dicabut 
oleh Menteri Kehutanan. 

2) Terdapat Surat Keputusan IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK. 
No.273/Menhut-II/2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Penetapan 
Batas Areal IUPHHK-HTI PT Sumalindo Hutani Jaya seluas ± 
10.976,40 Ha di Provinsi Kalimantan Timur.  
Bahwa terhadap areal IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya setelah 
dialkukan penataan batas dan temu gelang menjadi seluas 10.976,40 
Hektar, sebagaiman laporan tata batas Nomor 012/IV-2/PP/1999 
Tahun 1999 dan Nomor 013/IV-2/PP/1999 tahun 1999. 
Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2007, 
tertanda Menteri kehutanan; H. M.S. KABAN. 
Salinan sesuai dengan aslinya ditanda tangani oleh Kepala Biro 
Hukum dan Organisasi; SUPARNO, SH. NIP. 080068472.  Terdapat 
tanda tangan dan cap stemple basah Kementrian Kehutanan 
Republik Indonesia. 
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3) Terdapat peta Lampiran SK IUPHHK-HT No. 407/Kpts-II/1996, 
tanggal 5 Agustus 1996 seluas ± 10.000 Ha yang ditandatangani oleh 
Menteri Kehutanan Djamaludin Suryohadikusumo serta Peta 
Lampiran SK. No.273/Menhut-II/2007 tanggal 7 Agustus 2007 yang 
ditanda tangani oleh Menteri kehutanan; H. M.S. KABAN. 

4) Terdapat Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Republik Indonesaia Nomor: 
SK.763/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 
2021. 
Isi dari SK Nomor: SK.763/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 
13 September 2021 sesuai tertulis pada Pasal 1 adalah Mengubah 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor No. 407/Kpts-II/1996 tanggal 5 
Agustus 1996 beserta lampiran dan peta lampirannya sepanjang 
menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan 
Hutan untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman. 
Surat Keputusan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 
2021, tertanda Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; SITI 
NURBAYA.  Salinan sesuai denga aslinya ditanda tangani oleh Plt. 
Kepala Biro Hukum; MAMAN KUSNANDAR. 

2. Verifier 
1.1.1.b 

: Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak 
pengelolaan (N/A jika tidak ada) 

Nilai : Memenuhi 

Ringkasan 
Justifikasi 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I data dan informasi penggunaan 
kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Terdapat upaya identifikasi 
penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK dengan melaksanakan 
Identifikasi/ Pemetaan Konflik Lahan pada areal konsesi PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit 1 sesuai dengan dokumen Monitoring Status Konflik 
Region Kaltim Maret 2025 serta peta Indentifikasi areal Bermasalah pada 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 skala 1:50.000. 
Hasil verifikasi dokumen bahwa izin/ pengakuan penggunaan kawasan di 
luar PBPH antara lain : 
a. Ijin HGU Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Karya Prima Agro 

Sejahtera (PT KPAS) seluas 447 Ha yang berada di Blok I dan III dan 
masuk wilayah Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng Kabupaten 
Kutai Timur dengan koordinat lokasi antara N: 10 12’ 41,7” sampai N: 
10 13’ 26,0” dan E: 1160 58’ 52,3” sampai E: 1170 01’ 7,7”. 

b. Ijin HGU Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Gunta Samba seluas 96 
Ha yang berada di Blok V dan masuk wilayah Desa Miau Baru 
Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur pada koordinat titik 
lokasi antara N: 10 16’ 12,708” dan E: 1170 00’ 52,694”. 

c. Beberapa konflik lahan dengan kelompok Tani Plasma Sawit. 
 

 

 

Prinsip 2. 

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah 
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1
. 

Verifier 
2.1.1.a 

: Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) 
dengan lampiran- lampirannya. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I memiliki dokumen RKUPHHK-HT pada 
Hutan Produksi untuk periode Tahun 2020-2029 atas nama PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit 1, Tahun 2020. 
Dokumen RKUPHHK-HT telah disahkan dan disetujui oleh Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6145/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 November 2020.  Dokumen Salinan 
sesuai degan aslinya ditanda tangani oleh Kepala Bagian Huklum dan Kerja 
sama Teknik, FAHRURRAZI, SH NIP. 19631015 199403 1 002. 
Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HT berupa Peta Penataan Areal Kerja 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2020-
2029 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1  skala 1:50.000. Peta Lampuran 
Dokumen RKUPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 terdiri: 
1. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 

Tahun Periode Tahun 2020-2029 PT Sumalindo Hutani Jaya DAUR I.  
Peta dibuat dengan Skala 1:50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur 
Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1; Robert Siagian dan oleh 
Direktur Usaha Hutan Produksi; Ir. ISTANTO, M.Sc. 

2. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 
Tahun Periode Tahun 2020-2029 PT Sumalindo Hutani Jaya DAUR II.  
Peta dibuat dengan Skala 1:50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur 
Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1; Robert Siagian dan oleh 
Direktur Usaha Hutan Produksi; Ir. ISTANTO, M.Sc. 

Sesuai dokumen SK RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029 PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 Nomor: SK.6145/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 November 2020, Rencana 
penyiapan lahan, penanaman serta pemanenan pada PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit 1 adalah: 
1. Rencana penyiapan lahan dan penanaman seluas ± 17.474,64 Ha, 

meliputi: 
a. Pola swakelola dengan jenis Acacia spp. Dan Eucalyptus spp. Daur 

5 tahun seluas ±13.371,20 Hektar: 
i. Daur I seluas ±6.685,60 Ha yang dilakukan pada areal semak 

belukar dan tanah kosong seluas ±2.146,80 Ha dan areal bekas 
pemannenan (Replanting) seluas ±4.538,81 Ha; 

ii. Daur II seluas ±6.685,60 Ha yang dilakukan pada areal bekas 
pemanenan (Replanting). 

b. Pola kemitraan dengan jenis Acacia spp. Dan Eucalyptus spp. Daur 
5 tahun seluas ±4.103,44 Hektar: 
i. Daur I seluas ±2.051,72 Ha yang dilakukan pada areal semak 

belukar dan tanah kosong seluas ±759,08 Ha dan areal bekas 
pemannenan (Replanting) seluas ±1.292,64 Ha; 

ii. Daur II seluas ±2.051, Ha yang dilakukan pada areal bekas 
pemanenan (Replanting). 

2. Rencana pemanenan Kayu Acacia spp. Dan Eucalyptus spp.seluas 
±14.586,77 Ha: 
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a. Pola swakelola seluas ±11.224,41 Ha dengan volume ±892,366,56 
m3. 

b. Pola Kemitraan seluas ±3.344,36 Ha dengan volume ±271.027,85 
m3. 

3. Menerapkan Sistim Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan. 

2
. 

Verifier 
2.1.2.a. 

: Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah 
disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 
 Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan 

IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di 
bidang kehutanan 

 Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan 
disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL 
Canhut 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

: Dokumen RKUPH periode 2020-2029 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki dokumen RKUPHHK-HT 
pada Hutan Produksi untuk periode Tahun 2020-2029 atas nama PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1, Tahun 2020. 
Dokumen telah disahkan dan disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No. SK.6145/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 
November 2020.  Dokumen Salinan sesuai degan aslinya ditanda tangani 
oleh Kepala Bagian Huklum dan Kerja sama Teknik, FAHRURRAZI, SH NIP. 
19631015 199403 1 002. 
Terdapat Peta Lampiran RKUPHHK-HT berupa Peta Penataan Areal Kerja 
Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 
Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2020-
2029 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1  skala 1:50.000. Peta Lampuran 
Dokumen RKUPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 terdiri: 
1. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 

Tahun Periode Tahun 2020-2029 PT Sumalindo Hutani Jaya DAUR I.  
Peta dibuat dengan Skala 1:50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur 
Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1; Robert Siagian dan oleh 
Direktur Usaha Hutan Produksi; Ir. ISTANTO, M.Sc. 

2. Peta Penataan Areal Kerja RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 
Tahun Periode Tahun 2020-2029 PT Sumalindo Hutani Jaya DAUR II.  
Peta dibuat dengan Skala 1:50.000 yang ditanda tangani oleh Direktur 
Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1; Robert Siagian dan oleh 
Direktur Usaha Hutan Produksi; Ir. ISTANTO, M.Sc. 

Sesuai dokumen SK RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2020 – 2029 PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 Nomor: SK.6145/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 November 2020, Rencana 
penyiapan lahan, penanaman serta pemanenan pada PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit 1 adalah: 
1. Rencana penyiapan lahan dan penanaman seluas ± 17.474,64 Ha, 

meliputi: 
a. Pola swakelola dengan jenis Acacia spp. Dan Eucalyptus spp. 

Daur 5 tahun seluas ±13.371,20 Hektar: 
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i. Daur I seluas ±6.685,60 Ha yang dilakukan pada areal semak 
belukar dan tanah kosong seluas ±2.146,80 Ha dan areal 
bekas pemannenan (Replanting) seluas ±4.538,81 Ha; 

ii. Daur II seluas ±6.685,60 Ha yang dilakukan pada areal bekas 
pemanenan (Replanting). 

b. Pola kemitraan dengan jenis Acacia spp. Dan Eucalyptus spp. 
Daur 5 tahun seluas ±4.103,44 Hektar: 
i. Daur I seluas ±2.051,72 Ha yang dilakukan pada areal semak 

belukar dan tanah kosong seluas ±759,08 Ha dan areal bekas 
pemannenan (Replanting) seluas ±1.292,64 Ha; 

ii. Daur II seluas ±2.051, Ha yang dilakukan pada areal bekas 
pemanenan (Replanting). 

2. Rencana pemanenan Kayu Acacia spp. Dan Eucalyptus spp.seluas 
±14.586,77 Ha: 
a. Pola swakelola seluas ±11.224,41 Ha dengan volume 

±892,366,56 m3. 
b. Pola Kemitraan seluas ±3.344,36 Ha dengan volume ±271.027,85 

m3. 
3. Menerapkan Sistim Silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan. 

Dokumen RKTPH Tahun 2023 
Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 
2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 Perizinan Berusaha 
Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 Tahun 2023 
yang telah disahkan secara self-approval melalui sistem online SICAKAP 
oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 berdasarkan Surat 
Keputusan No. SK.001/RKTPH-SHJ I/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022. 
SK RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 berlaku sejak 
tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.  SK 
RKTPH Tahun 2023 ditandatangani oleh Direktur Utama PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit 1; NUGRAHA MULYA DHARMA dan dibubuhi cap stempel 
basah PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1. 
Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH 
Tahun 2022 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 dengan skala 1: 50.000. Peta 
dibuat oleh GanisPH Canhut; HUBERTUS HANU dengan No.Register: 
01210004964, dan disetujui oleh Direktur Utama PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit 1; Nugraha Mulya Dharma dan dibubuhi cap stempel basah PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1.  Peta lampiran terdiri atas Peta Rencana 
Penanaman dan Peta Rencana Pemanenan, TPn, TPK Hutan dan 
Penggunaan Jalan. 
Target Pemanfaatan Hutan pada RKTPH Tahun 2023 dam Carry Over 
RKTPH Tahun 2022 
1. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman). 

a. Target THPB Unit 1 RKTPH 2023 
i. Hutan Tanaman 

Rencana pemanfaatan kayu hutan tanaman RKTPH 2023 

No
. Jenis Tanaman 

Luas 
(Ha) 

Vol 
(m3) 

Satua
n 

1 Eucalyptus - - M3 
2 Sengon - - M3 
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3 Akasia Mangium - - M3 
4 Jati - - M3 
5 Gmelina - - M3 

Jumlah : NIHIL NIHI
L 

 

ii. Tanah kosong atau semak belukar seluas 0 Ha dengan 
volume sebesar 0 m3 

iii. LOA seluas 0 Ha dengan volume sebesar 0 m3. 
b. Target PWH RKTPH Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut 

: 
 Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan 

jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m3 dan 
jumlah pohon sebanyak 0 pohon; 

 Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan 
jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m3 dan 
jumlah pohon sebanyak 0 pohon. 

c. Target THPB Unit 1 Carry Over RKTPH 2022 
i. Hutan Tanaman 

Rencana pemanfaatan kayu hutan tanaman Carry Over 
RKTPH 2022 

N
o. 

Jenis 
Tanaman Luas (Ha) Vol (m3) 

Satua
n 

1 Eucalyptus 281,00 15.123,00 M3 
2 Sengon 356,00 16.178,00 M3 
3 Akasia 

Mangium 
118,00 1.175,00 M3 

4 Jati 39,00 1.455,00 M3 
5 Gmelina 1.827,00 84.988,00 M3 

Jumlah  1.621,00 118.919,0
0 

 

ii. Tanah kosong atau semak belukar seluas 0 Ha dengan 
volume sebesar 0 m3 

iii. LOA seluas 0 Ha dengan volume sebesar 0 m3. 
d. Target PWH RKTPH Carry Over Tahun 2022, dengan rincian 

sebagai berikut : 
 Jalan menuju blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan 

jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m3 dan 
jumlah pohon sebanyak 0 pohon; 

 Jalan di dalam blok terdiri jalan utama sepanjang 0-meter dan 
jalan cabang sepanjang 0-meter dengan volume 0 m3 dan 
jumlah pohon sebanyak 0 pohon 

2. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) 
a. Penyiapan Lahan dan Penanaman THPB areal RKTPH Tahun 2023 

dengan jenis tanaman hutan berkayu pada hutan tanaman seluas 
0 Ha, 

b. Penyiapan Lahan dan Penanaman THPB areal RKTPH Tahun 2023 
dengan jenis tanaman lainnya pada hutan tanaman seluas 0 Ha 
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c. Penyiapan Lahan dan Penanaman THPB areal Carry Over RKTPH 
Tahun 2022 dengan jenis tanaman Eucalyptus pada hutan 
tanaman seluas 4.633 Ha, 

d. Penyiapan Lahan dan Penanaman THPB areal Carry Over RKTPH 
Tahun 2021 dengan jenis tanaman lainnya pada hutan tanaman 
seluas 0 Ha 

Dokumen RKTPH Tahun 2024 
RKTPH Tahun 2024 PT Sumalindo Hutani Jaya I disahkan melalui Surat 
Keputusan Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya dengan No. SK. 
001/RKTPH-SHJ/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023. Berdasarkan 
dokumen RKTPH diketahui bahwa : 
1. Target Murni RKTPH 2024 hu3tan tanaman 

No Jenis Tanaman Luas (Ha) Volume (m3) 
1 Akasia 103,90 4.114,95 
2 Gmelina 259,31 22,872,92 
3 Jati 4,23 209,93 
4 Sengon 18,05 1.322,98 

Jumlah 389,49 28.520,78 

Target Carry Over RKTPH 2024 
No Jenis Tanaman Luas (Ha) Volume (m3) 
1 Akasia 75,17 2.930,87 
2 Ekaliptus 223,96 13.705,99 
3 Gmelina 42,00 2.969,76 
4 Jati 5,05 220,29 
5 Karet 9,95 1.041,99 
6 Sengon 37,87 2.844,64 

Jumlah 394,00 23.713,54 

Dokumen RKTPH Tahun 2025 

RKTPH Tahun 2025 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I disahkan melalui 
Surat Keputusan Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya dengan No. SK. 
001/RKTPH-SHJ I/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. Berdasarkan 
dokumen RKTPH diketahui bahwa : 

2. Target Murni RKTPH 2025 hutan tanaman 

N
o 

Jenis Tanaman Luas (Ha) Volume (m3) 

1 Akasia 292,68 1.463,42 

2 Ekaliprus 331,30 17.474,26 

3 Gmelina 395,28 10.778,51 

4 Jati 4,75 142,47 

5 Sengon 54,28 1.628,39 

Jumlah 1.042,29 31.487,05 

Penugasan Ganis PH Canhut 
Terdapat penugasan GanisPH CANHUT pada PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 mulai Desember Tahun 2023 yaitu Penugasan Ganis PH CANHUT 
pada areal PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 atas nama HUBERTUS 
HANU dengan No.Reg.  01220004964. Penugasan GanisPH Canhut sesuai 
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SiGANISHUT Nomor 110523076 tanggal 25 Mei 2023.  Penugasan berlaku 
mulai 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2027. Penempatan 
sebagai GanisPH sebagai PetugasPerencanaan Hutan PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit 1 Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur sesuai 
SiGANISHUT No. 112290640072 tanggal 14 Juni 2023. Penempatan 
sebagai Ganis PH CANHUT berlaku mulai tanggal 14 Juni 2023 sampai 
dengan tanggal 25 November 2027. 

3
. 

Verifier 
2.2.1.a. 

: Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya 

 Nilai : MEMENUHI  

 Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I tidak melakukan kegiatan pemanenan dan 
penanaman atas hutan tanaman sejak tahun 2023. Hingga pelaksanaan 
kegiatan Penilikan ke-1 tahun 2025 terdapat dokumen Laporan hasil 
pelaksanaan kegiatan MRI / PHI periode tahun 2022. Laporan  Inventory  ini  
memuat  hasil  realisasi  kegiatan  pengukuran  dilapangan  dari periode 
Januari sampai dengan Desember tahun 2022 yang mencantumkan data 
tanaman dari jenis, diameter, tinggi, MAI, dll pada tiap kompartemen. 
Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Kegiatan MRI/PHI 
Tahun 2022 yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2023. Dokumen BA dibuat 
dan ditanda tangani oleh GanisPH Canhut; Hubertus Hanu dengan Nomor 
Register 01210004964 dan mengetahui Kepala HTI PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit 1; Taufiq Kurniawan. Terdapat Laporan Inventarisasi MRI/PHI 
telah dibuat di Basecamp Pesab tanggal 2 Januari 2023 dan ditandatangani 
oleh oleh Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1; Nugraha Mulya 
Dharma dan dibubuhi cap stempel basah PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 
1.  
Berdasarkan hasil kegiatan pengukuran,pengamatan dilapangan dapat 
diuraikan  sbb : 
a. Di PT. Sumalindo Hutani Jaya-I didominasi Tanaman Eucalyptus pelita 

Clone EP007700 dan EP0286AA yang memiliki sebaran Kelas MAI 
paling luas berkisar 15.3 Ha yaitu kelas MAI   0 – 5 m3/ha/thn dengan 
potensi Average 27.6 m3/Ha. Tidak ditemukannya pohon- pohon yang 
dilindungi di areal Petak MRI. 

b. Adanya  Potensi  yang  rendah  untuk  species  Acacia  mangium  
karena  sebagian  besar mengalami kerusakan pohon yang diakibatkan 
oleh serangan penyakit (penggerek batang & rayap) dan 
mengakibatkan sebagian tanaman tersebut mati dan hal ini berdampak 
pada penurunan potensi tegakan HTI di wilayah PT. SHJ-I Distrik 
Pesab. 

Rekapitulasi hasil MRI pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1  

Tahun 
Tana

m  

Species 
Kelas 
MAI MAI Luas (Ha) 

Potensi 
m3/Ha 

Volume 
m3 

2019 Eucalypt
us Pellita 

5-10 7.40 15.30 27.62 407.76 
10-15 12.49 4.60 45.15 208.60 
15-20 17.12 10.90 61.96 681.14 

Eucalyptus 
Pellita Total 

12.33 30.80 44.91 1,297.5
0 Grand Total 12.33 30.80 44.91 1,297.5
0 
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Dalam SK Pengesahan RKTPH Tahun 2024 dicantumkan mengenai 
potensi kayu RKT 2024 sebagai berikut : 

Murni RKTPH 2024 hutan tanaman 

No Jenis Tanaman Luas (Ha) Volume (m3) 
1 Akasia 103,90 4.114,95 
2 Gmelina 259,31 22,872,92 
3 Jati 4,23 209,93 
4 Sengon 18,05 1.322,98 

 Jumlah 389,49 28.520,78 

Carry Over RKTPH 2024 

No Jenis Tanaman Luas (Ha) Volume (m3) 
1 Akasia 75,17 2.930,87 
2 Ekaliptus 223,96 13.705,99 
3 Gmelina 42,00 2.969,76 
4 Jati 5,05 220,29 
5 Karet 9,95 1.041,99 
6 Sengon 37,87 2.844,64 

 Jumlah 394,00 23.713,54 

Dalam SK Pengesahan RKTPH Tahun 2025 dicantumkan mengenai 
potensi kayu Potensi Kayu RKTPH 2025 Murni hutan tanaman sebagai 
berikut : 

No Jenis Tanaman Luas (Ha) Volume (m3) 
1 Akasia 292,68 1.463,42 

2 Ekaliprus 331,30 17.474,26 

3 Gmelina 395,28 10.778,51 

4 Jati 4,75 142,47 

5 Sengon 54,28 1.628,39 

 Jumlah 1.042,29 31.487,05 

Dokumen LHC sudah dimuat dalam SIPUHH Online. 

4
. 

Verifier 
2.2.1.b 

: Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup 
areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah menetapkan kawasan yang tidak 
boleh ditebang di dalam areal kerja IUPHHK-HT PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1.   
Dapat diverifikasi areal tidak boleh ditebang pada PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit 1, berupa: 
1) Dokumen RKUPHHK-HT untuk periode Tahun 2020-2029 atas nama 

PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1, Nomor: SK.6145/MenLHK-
PHPL/UHP/HPL.1/11/2020 tanggal 16 November 2020. 

2) Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2023 skala 1 : 50.000 memuat 
areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung yaitu KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. 
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3) Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2024 skala 1: 50.000 memuat 
areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung yaitu, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. 

4) Lampiran Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2025 skala 1: 50.000 memuat 
areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang ditetapkan 
sebagai kawasan lindung yaitu, KPPN, KPSL dan Sempadan Sungai. 

Terdapat SK Penetapan Kawasan Lindung pada PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama Nomor. 002/SK-SHJ 
I/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 seluas 1.485,66 Ha.  SK ditanda tangani oleh 
Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 atas nama Robert Siagian. 
Adapun Kawasan lindung yang dikelola pada PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 dengan total luas 1.485,66 Hektar dengan rincian sebagai berikut: 
a. Kawasan Sempadan Sungai dengan luas 913,32 Ha. 
b. Kawasan KPPN dengan luas 454,75 Ha. 
c. Kawasan KPSL dengan luas 117,60 Ha. 
Areal yang tidak boleh ditebang atau Kawasan yang dilindungi telah 
digambarkan dengan jelas di peta lampiran RKTPH Tahun 2023 - Tahun 
2025 berupa areal: 
 Areal Perlindungan Satwa Liar dengan warna merah solid 
 Areal Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KKPN) dengan gambar 

warna merah solid 
 Areal Sempadan sungai dengan gambar buferzone sempadan 

dengan warna merah solid. 
Hasil telaah dari informasi Lampiran Peta RKTPH Tahun 2023 - 2025 skala 
1:50.000 yang memuat areal yang tidak boleh ditebang beserta areal yang 
ditetapkan sebagai kawasan lindung yaitu, KPPN, KPSL dan Sempadan 
Sungai. dapat dicek/periksa keberadaannya dilapangan antara lain: 
1) Titik lokasi pengelolaan KPPN berupa plang nama areal KPPN yang 

terletak pada koordinat N: 010 14’ 27,9” dan E: 1170 02’ 23,3”.  
Terdapat tanda batas areal KPPN berupa pipa pralon 3” dengan cat 
merah pada bagian atas.  

2) Titik lokasi pengelolaan KPPN berupa plang nama areal KPPN yang 
terletak pada koordinat N: 010 14’ 09,8” dan E: 1170 02’ 22,2”.  
Terdapat tanda batas areal KPPN berupa pipa pralon 3” dengan cat 
merah pada bagian atas.  

3) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai PESAB yang 
terletak pada koordinat N: 010 13’ 19,00” dan E: 1170 04’ 30,60”.  
Terdapat tanda batas Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau pada 
batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna merah silang. 

4) Titik lokasi pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang 
terletak pada koordinat N: 010 16’ 00,30” dan E: 1170 02’ 01,90”.  
Terdapat tanda batas Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau pada 
batang pohon sepanjang jalur dengan cat warna merah silang. 

5
. 

Verifier 
2.2.1.c 

: Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan 
implementasinya di lapangan. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasa
n 
Justifikasi 

: Selama periode Peniikan ke-1 diketahui terdapat Peta Lampiran RKTPH 
Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 yang telah disahkan oleh 
Direktur Utama PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 berdasarkan Surat 
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 Keputusan No. SK.001/RKTPH-SHJ I/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022. 
Juga terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2024 PT Sumalindo Hutani 
Jaya I disahkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Sumalindo Hutani 
Jaya dengan No. SK. 001/RKTPH-SHJ/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 
dan Peta Lampiran RKTPH Tahun 2025 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I 
disahkan melalui Surat Keputusan Direktur PT Sumalindo Hutani Jaya 
dengan No. SK. 001/RKTPH-SHJ I/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024. 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah melaksanakan kegiatan penataan 
blok /petak tebangan pada areal RKTPH Tahun 2023 - 2025. 
Terdapat dokumen Laporan Penataan Areal Kerja (PAK) pada PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 yang terdiri : 

a. Terdapat dokumen Berita Acara (BA) Pelaksanaan Pemasangan 
Plang RKT 2023 Nomor 008/SHJ-1/PS/II/2023 tanggal 8 Februari 
2023.  Dokumen Berita Acara dibuat oleh Forest Protection Head; 
Slamet Nurjam dan disetujui oleh Kepala HTI; Taufiq Kurniawan. 

b. Berita Acara Pemasangan, Penandaan dan Pemeliharaan Batas Areal 
Kerja No. 008/PS/Pesab/I/2024 tanggal 8 Januari 2024.  

c. Berita Acara Pemasangan, Penandaan dan Pemeliharaan Batas Areal 
Kerja No. 007/PS/Pesab/IV/2025 tanggal 7 April 2025  

PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah melaksanakan kegiatan 
Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta 
dan terbukti di lapangan.  
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan secara 
sampling, dapat dijumpai adanya penandaan batas blok maupun batas 
petak pada areal RKTPH 2023 - RKTPH 2025 sebagai berikut: 
- Tanda batas areal Blok RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 010 12’ 

59,5” dan E: 1170 02’ 47,8”. Terdapat tanda batas Blok RKTPH Tahun 
2022 dengan patok Pipa Pralon warna putih dimeter 1,5” tulisan 
Merah serta jalur batas berupa jalan. 

- Tanda Batas areal Blok RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 010 13’ 
00,1” dan E: 1170 02’ 24,4”. Terdapat tanda batas Blok RKTPH Tahun 
2023 dengan patok Pipa Pralon warna putih dimeter 1,5” tulisan 
Merah. Terdapat plang nama RKTPH 2023. 

- Tanda Batas petak RKTPH 2023 pada titik koordinat N: 010 12’ 59,3” 
dan E: 1170 03’ 03,5”. Terdapat tanda batas petak dengan cat warna 
merah sepanjang jalur batas. 

- Plang blok RKT 2025 yang terletak pada petak 054 zona 13 pada 
koordinat 1˚13’2.975”LU dan   117˚4’7.487”BT.  

- Patok identitas petak 53 zona 13 pada koordinat 1˚12’58.607”LU dan 
117˚3’57.065”BT.  

- Pal batas blok RKT 2024 yang terletak pada perbatasan petak 53 dan 
64 zona 13 pada koordinat 1˚13’28.823”LU dan 117˚4’0.010”BT. 

- Patok batas blok RKT 2024 yang terletak pada perbatasan petak 53 
dan 54 zona 13 pada koordinat 1˚13’21.567”LU dan 
117˚4’02.297”BT.  

- Patok identitas petak 54 zona 13 pada koordinat 1˚13’28.816”LU dan 
117˚3’59.953”BT.  

Batas kompartemen/blok/petak di lapangan terlihat jelas berupa pal/patok 
(sekaligus sebagai identitas), jalan uatama, jalan cabang, jalan blok atau 
alur anak sungai. 
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6
. 

Verifier 
2.2.1.d. 

: Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada 
areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya 
tanaman. 

Nilai : NOT APPLICABLE 

Ringkasa
n 
Justifikasi 
 

: Berdasarkan telaah dokumen RKUPHHK-HT periode 2020-2029, RKTPH 
Tahun 2024 dan RKTPH Tahun 2025 dapat diverifikasi bahwa PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 tidak merencanakan penyiapan lahan 
dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam 
rangka pembangunan hutan tanaman industri.  Kegiatan penyiapan lahan 
berasal dari areal tanah kosong termasuk bekas pemanenan tanaman HTI. 
Dengan demikian maka verifier 2.2.1.d. tidak dapat diterapkan atau Not 
Applicable (N/A). 

 

 

Prinsip 3. 

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat 

1 Verifier 
3.1.1. 

: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang 

Nilai : MEMENUHI 

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya I memiliki SIPUHH Online yang aktif. Dalam 
tampilan layar SIPUHH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I telah 
mengupload rencana tebang RKTPH tahun 2023, RKTPH tahun 2024 dan 
tahun 2025 berikut LHC nya.  
Berdasarkan tampilan layar SIPUHH Online diketahui petugas TUK 
sebagai berikut : 
1. Pejabat pembuat LHP Kayu yaitu Ganis PH PKB an. M. Arizal. 

sebagai Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada 
PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 atas nama Ganis PH PKB an. 
M. Arizal dengan No. Register 23240020756 berlaku 19/12/23 s/d 
19/12/28, Persetujuan Penugasan No. 110124114 berlaku 30/01/24 
s/d 19/12/28, Surat Penempatan No. 116670910832 berlaku 
07/02/24 s/d 19/12/28, sesuai SIGANISHUT. 

2. Pejabat Penerbit SKSHHK Kayu Ganis PH an. Verman Hari 
Setiawan. 

3. Ganis PH Kurpet an. M. Rizky Pandapotan Nasution. 

Pada pelaksanaan audit Penilikan ke-1 pada PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 tidak terdapat kegiatan pemanenan dan peng LHP an. 

2 Verifier 
3.1.2.a. 

: Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi 
dokumen angkutan yang sah 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah menetapkan lokasi TPn, 
TPK Hutan dan TPK Antara sesuai Surat Penetapan Direktur bersamaan 
dengan penetapan dokumen RKTUPHHK tahun berjalan.  Penetapan 
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Lokasi TPn dan TPK Hutan merupakan bagian dari dokumen RKTUPHHK 
yang ditetapkan secara Self Approval. 
Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan Pada PT Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 pada RKT sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Utama PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1Tempat Pengumpulan Kayu TPK Hutan 
pada areal RKTPH Tahun 2023 terletak pada Zone 13 Petak 072 pada titik 
koordinat N: 01o 14’ 24,298” LU dan E: 117o 03’ 14,854” BT dengan luas 
±2 Ha. TPn terdiri 59 lokasi yang terletak pada setiap petak tebangan. 
Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah melakukan kegiatan 
penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online.  

a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki Hak Akses 
(id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan 
kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui 
SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen LHP maupun 
menerbitkan dokumen SKSHHK.. 

b. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki Hak Akses 
(id/username dan password) SI-PNBP guna penerbitan dokumen 
SPP DR dan PSDH maupun proses pembayarannya. 

c. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH 
Online pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 sesuai dalam 
dokumen penugasan SiGANISHUT atas nama atas nama M Arizal 
sesuai SK. No. 44/SHJ-SMD/VI/2024.   

d. Dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah 
melengkapi sarana prasarana jaringan internet (Jaring SINGTEL), 
perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata 
laksana operasional SIPUHH Online. 

e. Telah dilakukan Demo Operasional penggunaan SIPUHH secara 
langsung oleh Operator SIPUHH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 
1. 

Berdasarkan tampilan layar SIPUHH Online diketahui lokasi TPK Hutan 
Sei Pesab Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur 
Provinsi Kalimantan Timur, pada koordinat 117315 BT dan 0011424 LU.  
Berdasarkan data dan informasi dari Manajer Representatif Selamat 
Nurzan pada PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 atas nama Bapak 
Selamat Nurzan, bahwa selama periode audit Penilikan ke-1  tidak 
terdapat kegiatan pemanenan. 
Tidak terdapat pembuatan buku ukur selama periode audit Penilikan ke-
1 bulan terakhir (periode Oktober 2023 s/d Maret 2025). Tidak terdapat 
penerbitan LHP selama periode audit Penilikan ke-1 bulan terakhir 
(periode Oktober 2023 s/d Maret 2025). 
Pejabat Penerbit SKSHHK Kayu yaitu Ganis PH an. Verman Hari 
Setiawan.dengan No. Register 23240022081 berlaku 27/08/24 s/d 
27/08/29, Surat Persetujuan Penugasan No. 110924074 berlaku 26/09/24 
s/d 27/08/29, Surat Penempatan No. 118784555537 berlaku 07/10/24 s/d 
27/08/29. 

3. Verifier 
3.1.3.a 

: Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau 
hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara dengan Manajer 
Representatif pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 saat audit Penilikan 
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ke-1 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi selama kurun 
waktu tersebut. Sehingga selama kurun waktu tersebut tidak terdapat 
aktifitas penandaan terhadap kayu log maupun KBK. 
Bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah melakukan kegiatan 
penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online.  
a. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki Hak Akses 

(id/username dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan 
penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal 
ini menerbitkan dokumen LHP maupun menerbitkan dokumen 
SKSHHK. 

b. PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki Hak Akses 
(id/username dan password) SI-PNBP guna penerbitan dokumen 
SPP DR dan PSDH maupun proses pembayarannya. 

c. Terdapat dokumen Surat Penunjukan sebagai Operator SIPUHH 
Online pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 sesuai dalam dokumen 
penugasan SiGANISHUT atas nama atas nama M Arizal sesuai SK. 
No. 44/SHJ-SMD/VI/2024..   

d. Dapat diverifikasi bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah 
melengkapi sarana prasarana jaringan internet (STARLINK), 
perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana 
operasional SIPUHH Online. 

Verifikasi penggunaan tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari 
pemegang PBPH atau hak pengelolaan akan dilakukan pada saat 
terdapat kegiatan produksi. 

4. Verifier 
3.2.1.a. 

: Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar 
lunas.  

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Berdasarkan data dokumentasi dan hasil wawancara dengan Manajer 
Representatif pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 saat audit Penilikan 
ke-1 diketahui bahwa tidak terdapat kegiatan produksi/pemanenan 
selama kurun waktu Oktober 2023 – Maret 2025.  
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap aplikasi SIPUHH dan SIMPONI 
pada periode audit (Oktober 2023 s.d Maret 2025) diverifikasi bahwa 
belum terdapat pembuatan LHP dengan SIPUHH Online dan penerbitan 
SPP PSDH maupun pembayaran atas SPP tersebut. 
Namun demikian Unit Manajemen PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah 
memiliki kompetensi pendokumentasian penerbitan dokumen SPP 
dengan beberapa bukti antara lain: 
 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki Hak Akses (id dan 

password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan 
hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini membuat 
LHP. 

 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memliki perangkat komputer 
dan printer dokumen. 

 PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki akun SIPNBP guna 
penerbitan dokumen SPP PSDH dan SPP DR. 

Dokumen SPP PSDH akan di verifikasi pada saat terdapat penerbitan 
dokumen LHP. 
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11 Verifier 
3.3.1.a. 

: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk 
sertifikasi awal) 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 yang telah memiliki Sertifikat 
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan Nomor 020.SPHPL.017 berlaku 
sampai dengan 2 Desember 2029 dan Perjanjian penggunaan tanda V-
Legal (Tanda SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima 
Karya. Dengan demikian, PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki 
hak/ berhak menggunakan. 

 

Prinsip 4. 

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan. 

1. Verifier 
4.1.1. 

: Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1   telah memiliki Dokumen AMDAL yang 
lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Komisi Pusat 
Amdal Departemen Kehutanan dengan nomor persetujuan surat nomor: 
191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995 untuk areal seluas 
10.000 Ha: 

1. Dokumen AMDAL lengkap yang terdiri Ringkasan Eksekutif, 
Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan, Rencana 
Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan 
Lingkungan (RPL) yang telah mendapatkan pengesahan oleh 
Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor: 
191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995, ditandatangani 
oleh Ir. Soemarsono (NIP. 080019732) selaku Direktur Jenderal 
Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam (Ketua Komisi Pusat 
AMDAL).  

2. Dokumen AMDAL atas nama PT  Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 
yang disusun atas areal seluas 10.000 Ha berdasarkan SK HPHTI 
(sementara) No. 648/Kpts-II/1991. 

Terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT  Sumalindo Hutani Jaya 
Unit 1 yang disusun atas areal seluas 10.000 Ha berdasarkan SK HPHTI 
(sementara) No. 648/Kpts-II/1991 dan telah disahkan oleh Komisi Amdal 
Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor: 191/DJ-VI/AMDAL/95 
tanggal 25 September 1995. 

2. Verifier 
4.1.2.a. 

: Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah memiliki Dokumen AMDAL yang 
lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh Komisi Pusat 
Amdal Departemen Kehutanan dengan  Komisi Amdal Pusat Departemen 
Kehutanan dengan surat nomor: 191/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 25 
September 1995 untuk areal seluas 10.000 Ha.  Menjadi bagian dari 
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dokumen AMDAL tersebut adalah dokumen Rencana Pengelolaan 
Lingkungan (RKL) dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). 
Bahwa terdapat dokumen RKL dan RPL atas nama PT  Sumalindo Hutani 
Jaya Unit 1 yang disusun atas areal seluas 10.000 Ha berdasarkan SK 
HPHTI (sementara) No. 648/Kpts-II/1991 dan telah disahkan oleh Komisi 
Amdal Pusat Departemen Kehutanan dengan surat nomor: 191/DJ-
VI/AMDAL/95 tanggal 25 September 1995. 
Dokumen RKL dan RPL disusun mengacu pada Dokumen Karangka 
Acuan Amdal dan Dokumen Laporan Utama Andal. 
Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen RKL dan RPL PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit 1, Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sasaran 
Pemantauan Lingkungan adalah sebagai berikut : 

A.    Kawasan lindung, yang mencakup : 
1.   Areal sempadan Sungai 
2.   Areal Perlindungan Palsna Nutfah dan Satwa Liar 
3.   Gua beserta areal disekitarnya. 

B.    Areal tidak efektif untuk unit produksi, mencakup: 
1.   Petak Ukur Permanen, 
2.   Kebun Bibit/Benih, 
3.   Jalan Angkutan dan Basecamp. 

C.    Areal Efektif untuk unit Produksi, mencakup: 
1.   Erosi Tanah 
2.   Status Hama dan penyakit tumbuhan.    

D.    Pengelolaan pada aspek social ekonomi dan budaya: 
1.   Aksessibilitas 
2.   Perbaikan pola usaha tani 

3. Verifier 
4.1.2.b. 

: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek 
fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi 
terkait sesuai dengan matrik 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari 
dokumen RKL dan RPL pada PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1. 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah melaksanakan kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan Laporan 
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.  
Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL pada PT Sumalindo Hutani 
Jaya Unit 1.  
Dalam dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan 
Laporan Kegiatan Semester II Tahun 2023, Semester I Tahun 2024 dan 
Semestar II Tahun 2024 pada PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1, 
disebutkan Komponen yang dipantau dan dikelola adalah sebagai berikut 
: 
A. Pelaksanaan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 
1. Kawasan Lindung dan Kawasan lainnya 

a. Sempadan Sungai 
b. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah dan Satwa Liar  
c. Kawasan Perlindungan Kantong Satwa 
d. Persemaian TPTI dan Basecamp 
e. Badan Sungai. 

2. Areal tidak Efektif untuk Unit Produksi meliputi : 
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a. Petak Ukur Permanen  
b. Kebun/Tegakan Benih  
c. Sarana & Prasarana Pengusahaan Hutan  

3. Areal Efektif untuk Produksi/Penanaman meliputi : 
a. Komponen Fisik– Kimia 

- Erosi Tanah 
- Sedimentasi dan Fluktuasi Debit Sungai 

b. Komponen Biologi 
- Struktur Vegetasi dan Potensi Tegakan 
- Habitat Satwa Liar 

c. Komponen Sosial Budaya 
- Peluang berusaha dan Kesempatan Kerja 
- Pendapatan Masyarakat 
- Persepsi masyarakat terhadap HPH 
- Peresepsi Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup 
- Kesehatan Masyarakat 
- Pendidikan Masyarakat. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan 
pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PBPH PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 antara lain: 
1) Kegiatan pengelolaan KPPN yang terletak pada koordinat N: 010 14’ 

09,8” dan E: 1170 02’ 22,2”.  Terdapat tanda batas areal KPPN berupa 
pipa pralon 3” dengan cat merah pada bagian atas.  

2) Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai PESAB yang terletak pada 
koordinat N: 010 13’ 19,00” dan E: 1170 04’ 30,60”.   

3) Pengelolaan Kawasan Sempadan Anak Sungai Miau yang terletak 
pada koordinat N: 010 16’ 00,30” dan E: 1170 02’ 01,90”.   

4) Pemantauan Lingkungan berupa Curah Hujan menggunakan 
Ombometer yang ditempatkan di areal Basecamp pada koordinat N: 
010 13’ 16,06” dan E: 1170 04’ 16,39”. 

5) Bantuan untuk acara kerohanian, Kurban Idul Adha maupun acara 17 
Agustus. 

Terdapat Laporan RKL RPL secara elektronik melalui Siatem Informasi 
Pelaporan Elektronik Lingkugan Hidup (SIMPEL). 

Tahun Semester I Semester II 

2023 TTE Gabungan KLHK, DLH 
Prov. Kaltim, DLH Kab. Kutim 
: 
- ID TTE : 1693363800-3090 
- Periode TTE : 01 Januari 

2023 – 30 Juni 2023 
- Waktu Cetak TTE : 30 

Agustus 2023 

Penyampaian secara online : 
TTE KLHK 
- ID TTE : 1706840691-3090 
- Periode TTE : 01 Juli 2023 – 31 

Desember 2023 
- Waktu Cetak TTE : 02 Februari 

2024 
TTE DLH Kab. Kutim 
- ID TTE : 1706840727-3090 
- Periode TTE : 01 Juli 2023 – 31 

Desember 2023 
- Waktu Cetak TTE : 02 Februari 

2024 
TTE DLH Prov. Kaltim 
- ID TTE : 1706840711-3090 
- Periode TTE : 01 Juli 2023 – 31 

Desember 2023 
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- Waktu Cetak TTE : 02 Februari 
2024 

Penyampaian secara langsung : 
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim : 
Tanda terima tanggal 2 Februari 
2024 distempel dan ttd oleh Aldy 
DLH Kab. Kutim : Tanda terima 
pengiriman surat tanggal 1 Februari 
2024 melalui JNE 

2024 Penyampaian secara online 
: 
TTE KLHK 
- ID TTE : 1728962581-3090 
- Periode TTE : 01 Jan 24 – 

30 Juni 24 
- Waktu Cetak TTE : 15 

Oktober 2024 
TTE DLH Kab. Kutim 
- ID TTE : 1728962663-3090 
- Periode TTE : 01 Jan 24 – 

30 Juni 24 
- Waktu Cetak TTE : 15 

Oktober 2024 
TTE DLH Prov. Kaltim 
- ID TTE : 1728962636-3090 
- Periode TTE : 01 Jan 24 – 

30 Juni 24 
- Waktu Cetak TTE : 15 

Oktober 2024 
Penyampaian secara 
langsung : 
- Dinas Kehutanan Prov. 

Kaltim : Tanda terima 
tanggal 20 Agustus 2024 
distempel dan ttd oleh 
Aldy 

- DLH Kab. Kutim : Tanda 
terima pengiriman surat 
tanggal 21 Agustus 2024 
melalui JNE 

Penyampaian secara online : 
TTE Gabungan 
- ID TTE : 1738825757-3090 
- Periode TTE : 01 Juli 2024 – 31 

Desember 2024 
- Waktu Cetak TTE : 6 Februari 

2025 
Penyampaian secara langsung : 
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim : 
Tanda terima tanggal 11 Februari 
2025 distempel dan ttd oleh 
Khusnul 
DLH Kab. Kutim : Tanda terima 
pengiriman surat tanggal 6 Februari 
2025 melalui JNE 

. 
 

 

 

 
 

 

 

Prinsip 5. 
Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan 

1. Verifier 
5.1.1.a 

: Pedoman/prosedur K3 
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Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 memiliki Prosedur terkait dengan 
pelaksanaan K3 dan telah ditanda tangani, yaitu meliputi:  

1. SOP Sistem Manajemen K3 & Lingkungan dengan No. Dokumen: 
SOP/SHJ I/HSE-001 tanggal 30  Oktober 2024 Revisi ke-4 

2. SOP Risk Management (Pengelolaan Resiko). No. Dokumen: 
SOP/SHJ I/HSE-006 tanggal 30  Oktober 2024 Revisi ke-2 

3. SOP Penggunaan Alat Pelindung Diri. No. Dokumen: SOP/SHJ 
I/HSE-033 tanggal 30  Mei 2024 Revisi ke-2 

4. Idenfitikasi bahaya K3, dampak lingkungan, penilaian dan 
pengendalian resiko dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-06 
tanggal 20 Januari 2022 Revisi ke-3. 

5. Standart Operating Procedure Pengadaan dan Pemeliharaan Alat 
Pelindung Diri dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-28 tanggal 16 
Agustus 2021 Revisi ke-3. 

6. Standart Operating Procedure Audit Internal Health, Safety and 
Environment dengan No. Dokumen: SOP/SHJ I/FS-04 tanggal 23 
Maret 2020 Revisi ke-3. 

Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi 
pedoman K3 yaitu Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3).  P2K3 PT Sumalindo Hutani Jaya telah didaftarkan dan disahkan 
oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Provinsi Kalimantan Timur 
melalui SK. No. : KEP.566/790/P2K3/DTKT/2020 tanggal 01 Juli 2020. 
Adapun Pengurus Panitia Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja 
(P2K3) pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1, diantaranya: 
 Pembina      : Nelroy Simon 
 Ketua           : Elman Manlili 
 Wakil Ketua : Sulaeman Umar 
 Sekretaris    : Jaya Feriandi Silangit 
Selama periode Penilikan ke-1 terdapat Laporan P2K3. 

2. Verifier 
5.1.1.b 

: Ketersediaan peralatan K3 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: PBPH PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah menyusun Dokumen 
identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan dan 
penanganan K3.  Dokumen Identifikasi Bahaya dan Resiko berjudul 
Hazard Identification, Assesment of Risk and Opportunities (HIARO).  
Dokumen identifikasi bahaya dan resiko serta tindakan pencegahan dan 
penanganan K3 (HIARO) telah disususn untuk kegiatan pada GA, Admin 
Umum, Harvesting, Plantation, Nursery, Marine, Environment, Logistik, 
Research and Development, maupun IT. 
Terdapat Daftar Peralatan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) pada 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1  berupa Data Sarana Prasarana 
Damkarhut dan Satpam PH & K3 PT Sumalindo Hutani Jaya I. 
Daftar sarpras K3 terdiri antara lain: 
a. APAR 9 Kg. 
b. APAR 25 Kg. 
c. Emergency Shower 
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d. Kotak APD 
e. Genset 
f. Perlatan Transportasi 
g. Alat Kesehatan. 
Berdasarkan wawancara dengan Sdr. Jaya Feriandi Silangit selaku 
Environment Officer tersedia peralatan K3 di lapangan sesuai ketentuan 
dan berfungsi dengan baik, diantaranya: 
1) Kotak P3K tersedia di Kantor, Kantin, Mess Karyawan, Pos security, 

dan Ruang Genset.  
2) APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess 

Karyawan, Kantor, Ruang Genset, TPS Limbah B3 dan Pos security. 
3) Alat Pelindung Diri seperti helm dan sepatu boot yang sudah 

didistribusikan kepada setiap karyawan. 
4) Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) 

di Basecamp S. Pesab PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1.  

3. Verifier 
5.1.1.c 

: Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 
 

: Terdapat dokumen laporan P2K3 (HSE Performance Monthly) pada PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1.  Laporan disusun setiap bulan dan secara 
rutin selalu disampaikan kepada instansi terkait. 
Terdapat dokumen laporan P2K3 periode bulan Oktober 2023 s.d.  Maret 
2025. 
Hasil verifikasi dokumen mendapatkan tidak terdapat kejadian 
kecelakaan kerja atau NIHIL. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sdr. Jhon Deardo Girsang selaku 
Environment Officer K3 di lapangan, terdapat upaya untuk menekan 
tingkat kecelakaan kerja yang telah dilakukan antara lain: 
1. Safety induksi pada setiap tamu dan karyawan baru yang datang 

atau berkunjung, dan refreshment. 
2. Internal training K3 yang dilaksanakan 1 bulan satu kali. 
3. Tindakan Prefentif misalnya Promosi Kesehatan pada saat HSE talk 

dan Inspeksi, Pembuatan dan melakukan pemeliharaan papan 
safety sign, pemeriksaan kesehatan kondisi secara umum dan 
tekanan darah karyawan secara rutin 4x dalam 1 bulan. 

4. Kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan melalui general check 
up secara rutin 1 tahun sekali. 

5. Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, 
masker dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan. 

6. Pemasangan rambu-rambu Jalan. 

4. Verifier 
5.2.1 

: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan 
untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit 1 dengan nama Serikat Pekerja Perkayuan dan 
Perhutanan Indonesia (KAHUTINDO) PUK SP Kahutindo – PT Sumalindo 
Hutani Jaya. 
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Terdapat Surat Nomor B-180/DISTRANSNAKER/500.15.13.1/05/2024 
tanggal 15 Mei 2024 tentang Pencatatan Perubahan Kepengurusan PUK 
SP KAHUTINDO PT Sumalindo Hutani Jaya. Perubahan dicatat dengan 
No.500/5/SP/5/2024 tanggal 15 Maei 2024. 
Susunan Pengurus : 

Nama Jabatan 
Andika Bambang 
Utomo 

Ketua 

Muksin Nurdin Wakil Ketua 
Didik Kusharianto Sekretaris 
Rinda Febriatin M Bendahara 
Muhammad Handri Ketua Bidang 

Hukum 
Budianto Anggota 
Sejahtera Anggota 
Abnu Abdillah Anggota 
Jaya F Silangit Anggota 
Dimas Raharjo Anggota 

. 

5. Verifier 
5.2.2 

: Ketersediaan Dokumen KKB atau PP 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Sumalindo Hutani 
Jaya dengan Serikat Pekerja Kahutindo PT Sumalindo Hutani Jaya. 
Dokumen PKB terdiri atas XIV Bab dengan 83 pasal. 
Dokumen PKB telah didaftarkan dan mendapat pengesahan 
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: SK-
2269/DISTRANSNAKER/500.15.12.1/11/2024 tanggal 14 November 
2024 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT 
Sumalindo Hutani Jaya dengan PUK Kahutindo PT Sumalindo Huutani 
Jaya.  
Dokumen PKB berlaku PKB dari tanggal 14 November 2024 s/d 13 
November 2026. 
Adapun uraian ke XIV Bab dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama 
pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 tersebut adalah : 
Bab 1    :  UMUM 
Bab II :  Hubungan Kerja 
Bab III :  Upaya Hukum dan Perlindungan Keamanan Pekerja & 
Keluarganya 
Bab IV :  Hari Kerja, Waktu Kerja, Hari Libur, Piket dan Perjalanan Dinas 
Bab V :  Cuti, Ijin dan Mangkir 
Bab VI :  Pengupahan, Tunjangan dan Premi 
Bab VII :  Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Pekerja 
Bab VIII   :  K3 dan Lingkungan Kerja 
Bab IX :  Program Peningkatan Ketrampilan 
Bab X  :  Kewajiban Pekerja, Larangan Bagi Pekerja dan Pembinaan 
serta Pemberian Sanksi 
Bab XI :  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
Bab XII :  Penilaian Prestasi Kerja, Promosi dan Penghargaan 
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Bab XIII   :  Keluh Kesah & Konsultasi Ketenagakerjaan 
Bab XIV :  Aturan Peralihan dan Ketentuan Penutup 
Lampiran-lampiran 

6. Verifier 
5.2.3 

: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. 

Nilai : MEMENUHI  

Ringkasan 
Justifikasi 

: Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PBPH PT 
Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 periode Bulan Maret Tahun 2025.  
Berdasarkan daftar tersebut, dapat diverifikasi jumlah karyawan PBPH 
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.   
Berdasarkan hasil verifikasi data serta hasil wawancara dengan PIC 
Sosial PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1; Bapak Selamat Nurzan, dapat 
dipastikan bahwa pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 tidak 
mempekerjakan satupun karyawan yang berusia dibawah 18 tahun. 
Karyawan termuda atas nama Angga Saputra, dengan jabatan sebagai 
RPK Team yang lahir di Sebulu pada tanggal 3 Oktober 2003 dan mulai 
bekerja pada tanggal 11 September 2024. Sehingga pada saat yang 
bersangkutan mulai bekerja pada PT Sumalindo Hutani Jaya Unit 1 telah 
berusia 20 Tahun 11 Bulan 8 Hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Halaman 83 dari 84 
 

F1-02.15 Rev.1 

 

3. KESIMPULAN AUDIT 
 
1) Pemenuhan terhadap Standar Penilian Kinerja PHL diberikan dengan predikat 

SEDANG, Total Nilai Kinerja Indikator sebesar 68,25 % dari nilai maksimum yang 
dapat dicapainya dengan rincian nilai kinerja untuk setiap aspek PHL dan 
indikatornya sebagai berikut :  
 

No. ASPEK 
INDIKATOR PHL 

Nomor  Nilai  
Kinerja 

Nilai 
Kematangan 

Nilai 
Maksimum 

1. PRASYARAT 

1.1 Sedang 2 3 
1.2 Buruk 1 3 
1.3 Baik 3 3 
1.4 Baik 3 3 
1.5 Sedang 2 3 

2. PRODUKSI 

2.1 Sedang 2 3 
2.2 Sedang 2 3 
2.3 Sedang 2 3 

2.4 Baik 3 3 
2.5 Sedang 2 3 
2.6 Buruk 1 3 

3. EKOLOGI 

3.1 Buruk 1 3 
3.2 Sedang 2 3 
3.3 Sedang 2 3 
3.4 Sedang 2 3 
3.5 Buruk 1 3 

4. SOSIAL 

4.1 Sedang 2 3 
4.2 Baik 3 3 
4.3 Sedang 2 3 
4.4 Sedang 2 3 
4.5 Baik 3 3 

Jumlah 43 63 
Total Nilai Kinerja Indikator ( 43 / 63 ) x 100% = 68,25 % 

SEDANG 

 

2) Pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dinilai MEMENUHI, tidak 
terdapat verifier penyusun standar yang applicable, baik pada Prinsip 1, 2, 3, 4 dan 5 
yang diberikan nilai Tidak Memenuhi. 

3) Berdasarkan poin1) dan 2), maka tim audit menyimpulkan bahwa PBPH PT Sumalindo 
Hutani Jaya Unit I LULUS  audit Penilikan Ke-1 dengan predikat SEDANG. 

4) Tim audit menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CARs) bagi verifier penyusun 
Standar Penilaian Kinerja PHL yang diberikan nilai BURUK dan SEDANG.. 

 

 

 

 



Q}N' Yxax
LPVI.OTT.IDN F1-02.1 5 Rev.1

Berdasarkan hasil audit resertifikasi PHL tanggal 23 - 30 April 2025, LPVI PT Trustindo
Prima Karya telah menetapkan keputusan sertifikasi tanggal 19 Mei 2025 kepada pBpH
PT Sumalindo Hutani Jaya Unit l, bahwa :

1) PT Sumalindo Hutani Jaya Unit ldinilai LULUS Penilaian Kinerja PHL dengan :

- Total Nilai Kinerja PHL mencapai 68,250/o ; dan
- MEMENUHI StandarVLHH Kayu

2) Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PT Sumalindo Hutani Jaya Unit I dapat
dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya dengan
predikat SEDANG.

o Trustindo Prima Karya,L

Trus ,
lr Kurnia, IPU

Direktur
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4. PENGAMBILANKEPUTUSAN


